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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study is to study the Contributions of Parking Taxes and 
Parking Fees  in Increasing the income area of Boyolali District in 2016 - 2018. 
This study uses the 2016-2018 Boyolali Regency Realization and Revenue Budget 
Realization Report data to see the effectiveness of Parking Tax and Parking Retribution 
and its contribution in increasing the Boyolali Regency's Original Revenue in 2016 - 
2018. The analysis technique used is descriptive statistics. 
 The results of the analysis show (1) Parking Tax is very effective towards the 
increase of Boyolali Regency's Original Income, (2) Parking Levy is very effective 
towards the Boyolali Regency's Original Revenue Increase, (3) Parking Tax 
Contributes to increase the Boyolali Regency's Original Revenue, (4) Parking Levy 
Contributed in increasing the Original Revenue of Boyolali Regency. 
 
Keywords: Parking Tax, Parking Retribution and PAD 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak parkir dan 
retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2016 – 2018. 
Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2018 untuk melihat efektivitas pajak 
parkir dan retribusi parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli 
daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2018. Teknik analisis yang di gunakan 
adalah statistic deskriptif. 
Hasil analisis menunjukan bahwa (1) pajak parkir sangat efektiv terhadap 
peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali, (2) retribusi parkir sangat 
efektiv terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali, (3) pajak 
parkir berkontribusi dalam meningkatakan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali, 
(4) retribusi parkir berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 
Kabupaten Boyolali. 
Kata Kunci : Pajak Parkir, Retribusi Parkir dan PAD   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Daerah otonom ialah perkumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah berwenang mengatur pemerintahan dan masyarakat setempat menurut 
aturan sendiri berdasarkan pendapat masyarakat dalam sistem Negara Republik 
Indoneisa. Pemerintah daerah ialah penyelenggara urusan pemerintahan dari 
Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
serta Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem serta prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (Hali, Baheri dan Sarani, 2016). 
Halim (2008) mengatakan bahwa otonomi yang di amanahkan ke daerah 
kabupaten serta kota di jalankan guna memberikan kewenangan yang luas, nyata 
serta bertangung jawab kepada pemerintah daerah secara provesional. Artinya, 
pemberian tangung jawab disertai dengan pengaturan pembagian, serta pengunaan 
sumber daya yang adil, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
Kebijakan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal memberi implikasi 
pembagian kekuasaan urusan pemerintah pusat dan daerah yang diiringi dengan 
pembagian sumber keuangan sebagai dana urusan yang di serahkan kepada daerah. 
Tujuan kebijakan otonomi daerah yakni mendorong setiap daerah guna 
memberikan pelayanan yang lebih baik serta efisien, yaitu disertai peningkatan 
peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Ini diwujudkan dengan di 
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adakanya Undang Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Derah dan Retribusi 
Daerah (Hali, Baheri dan Sarani, 2016). 
Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat suatu Negara. Dari pajak 
itulah yang akan di gunakan guna mencukupi kegiatan pemerintahan. 
Penggolongan pajak menurut wewenang pemungutan pajak di bagi menjadi dua 
diantaranya pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat di ambil pemerintah pusat 
terbagi dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sedangkan pajak daerah 
di ambil dari pemerintah daerah itu sendiri (Pangau, Tinangon dan Gamalel, 2019).  
Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada Negara. Meskipun  pajak 
mempunyai  sifat memaksa tetapi aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan 
penarikan pajak oleh negara serta tidak dilakukan secara semena-mena. Dalam 
rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah sumber pelaksanaan otonomi 
daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini, 
dimaksudkan agar dapat menjadi pondasi dalam membiayai kegiatan pembangunan 
di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengupayakan 
peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri (Kesek, 2013).   
 Halim (2008) menyatakan bahwa pajak daerah sebagai komponen 
pendapatan asli memiliki pengaruh yang sangat baik guna dikembangkan. Oleh 
karenanya pajak daerah harus harus diolah secara professional serta transparan 
dalam rangka mengobtimalkan usaha peningkatan kontribusi terhadap anggaran 
pendapatan serta belanja daerah  melalui intensifikasi pemungutan serta 
extensifikasi subyek serta obyek daerah. Pengaruh pajak daerah terhadap 
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pendapatan asli daerah sangat berpengaruh. Semakin tinggi pajak maka pendapatan 
asli daerah juga semakin tinggi.  
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan asli 
daerah, selanjutnya disebut PAD yakni pendapatan daerah yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah semua hak daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah) (Kesek, 2013). 
Perimbangan keuangan pemerintah pusat serta daerah ialah sistem 
pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, serta 
bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, 
dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah dalam Undang 
Undang No 32 Tahun 2004.  Pengertian PAD menurut Undang-Undang No. 28 
Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang 
bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain (Halim, 2004: 125). 
PAD menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan dari 
penyelengaraan otonomi daerah, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula 
kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, hal 
ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan 
otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah 
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sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum 
maksimal (Utami dan Ninsih, 2018). 
Upaya peningkatan PAD daerah untuk mengurangi dominasi sumbangan 
pemerintah pusat, memaksimalkan otonomi otonomi daerah dan meningkatkan 
pembangunan melalui pemaksimalkan otonomi daerah dan retribusi daerah. 
Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan keuangan 
melalui PAD terutama sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Perlu di lihat 
tingkat efektivitas dari penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kontribusi 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (Utami dan Ninsih, 2018). 
Efektivitas pajak dan retribusi daerah merupakan penilaian kinerja 
pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif. Dapat dilihat dari presentase 
penerimaan pajak daerah yang terealisasi dibanding dengan target yang telah di 
tetapkan. Kontribusi pajak dan retribusi daerah merupakan tingkat pengembangan 
pajak dan retribusi daerah merupakan tingkat sumbangan pajak dan retribusi daerah 
terhadap PAD yang dapat diketahui dari perbandingan keseluruhan PAD dalam satu 
tahun anggaran (Utami dan Ninsih, 2018). 
Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kota dengan ruang terbuka atau 
ruang publik yang cukup pesat. Dimana mampu menjadi salah satu sumber 
pendapatan daerah dari sektor parkir. Pada tahun 2018, setoran parkir sekitar Rp 
400 juta. Pendapatan ini berasal dari beberapa alokasi parkir resmi yang di kelola 
Pemkab. Dishub Boyolali akan melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan 
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PAD Sektor parkir. Misalnya pengelolaan parkir di tempat hiburan, pusat 
perbelanjaan, serta rumah sakit (Yulianto,2019). 
Fasilitas publik yang baru di bangun Pemkab Boyolali juga mempunyai 
potensi retribusi perparkiran. Jika hanya mengandalkan pendapatan dari pengelola 
parkir dirasa sangat kecil, meskipun juru parkir di Kabupaten Boyolali cukup 
banyak. Namun kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah masih kecil 
jika di lihat dari banyaknya lahan parkir serta petugas parkir yang ada di Boyolali. 
Karena pajak yang di bayarkan kepada pemerintah daerah lebih rendah di 
bandingkan dengan potensi yang sebenarnya (Yulianto,2019). 
Jika pengelolaan retribusi parkir kabupaten Boyolali  bisa dioptimalkan 
dengan baik pengelolaannya, maka pendapatan retribusi parkir kabupaten Boyolali 
diprediksikan bisa lebih meningkat. Serta lebih berkontribusi lagi dalam 
meningkatkan PAD Kabupaten Boyolali baik dari sektor retribusi parkir maupun 
dari sektor pajak parkir (Yulianto,2019). 
Menurut wawancara dengan Bapak Heru selaku UPTD Parkir di Dishub 
Kabupaten Boyolali, memang dibenarkan bahwa pihak Dishub Kabupaten Boyolali 
akan meningkatkan PAD Kabupaten Boyolali dari sektor parkir, khususnya 
retribusi dan pajak parkir. Dalam meningkatkan PAD Dishub Kabupaten Boyolali 
akan melakukan pengelolaan parkir di tempat hiburan, pusat perbelanjaan, serta 
rumah sakit. Selain itu dalam meningkatkan PAD Kabupaten Boyolali pihak 
Dishub Kabupaten Boyolali akan menaikan  retribusi parkir dari 20% akan menjadi 
30% pada tahun 2020.  
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Sebab pihak dishub merasa bahwa retribusi parkir belum maksimal. Selain 
dari meningkatkan retribusi menjadi 30% pihak Dishub Kabupaten Boyolali akan 
mengoptimalkan dari potensi parkir yang belum di kelola, contohnya ialah pada 
toko – toko yang memiliki potensi parkir namun belum mendaftarkan diri kepada 
pihak Dishub Kabupaten Boyolali untuk bekerjasama antara pengelola parkir 
dengan pihak Dishub Kabupaten Boyolali.   
 Religia dan Pratomo (2014) menunjukkan bahwa secara menyeluruh  
penerimaan pajak parkir Kota Bandung melebihi target yang telah ditentukan 
sedangkan penerimaan retribusi parkir tidak dapat mencapai target yang telah 
ditentukan. Rasio efektivitas pajak parkir Kota Bandung memiliki rata-rata nilai 
efektivitas sangat efektif, Rasio efektivitas Retribusi Parkir Kota  Bandung  
memiliki  rata-rata  nilai  efektivitas  kurang  efektif,  serta  Rasio  efektivitas 
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung memiliki rata-rata nilai efektivitas sangat 
efektif. Tidak terdapat pengaruh secara parsial maupun  
Khilmaninda, Syafi’i dan Haryono (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan 
atau potensi dari penerimaan retribusi parkir pada tahun setiap tahunya mengalami 
peningkatan. Serta efektivitas retribusi parkir dikatakan efektif karena penerimaan 
retribusi parkir melebihi target yang di tentukan. Kontribusi penerimaan retribusi 
parkir cenderung meningkat pada setiap tahunya.  
  Wulandari, Najwaini dan Irawan (2018) menyatakan Analisis Efektifitas 
Pajak Daerah selama 5 tahun , sudah sangat efektif, terlihat dari realisasi pajak 
daerah dapat tercapai di atas anggaran yang telah ditetapkan. Analisis efektifitas 
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Retribusi daerah menunjukan kriteria sangat efektif. Analisis kontribusi dari sektor 
pajak daerah masih sangat kurang. 
Utami dan Ningsih (2018) menyatakan Penerimaan pajak serta retribusi 
daerah serta kontribusinya terhadap Pendaptan Asli Daerah mengalami peningkatan 
yang tidak signifikan, artinya mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya 
namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi kinerja pemeritah yang kurang. Realisasi pajak daerah, retribusi daerah serta 
PAD mengalami fluktuatif setiap tahun. 
Hayati (2018) menyatakan pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir 
pada tahun ke tahunmengalami kenaikan. efektivitas, serta kontribusi, dapatlah 
diketahui bahwa pertumbuhan positif karena penerimaan retribusi parkir 
mengalami kenaikan. 
Penelitian yang di lakukan oleh Putri (2018) menyatakan jika realisasi 
retribusi parkir sama dengan target maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk 
dalam kriteria sangat efektif. Efektif retribusi parkir setiap tahunya mengalami 
peningkatan. 
Penelitian yang di lakukan oleh Meisal dan Tuati (2016) menyatakan 
Tingkat kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Kota Kupang masih 
sangat kecil serta masuk dalam kategori “Relatif tidak memiliki kontribusi” 
terhadap pendapatan asli daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang serta 
dinas (SKPD) yang terkait dibidang retribusi parkir dapat melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang pentingnya membayar parkir dengan tujuan menjadi 
pemasukan/pendapatan guna daerah kota kupang. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Khilmaninda, 
Syafi’i dan Haryono (2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya ialah pada obyek penelitian dimana penelitian sebelumnya di lakukan 
di Kota Surabaya. Sedangkan penelitian ini di lakukan di Kabupaten Boyolali. 
Dengan menggunakan sempel LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2018. 
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peneliti tertarik 
melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi 
Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2016-2018”.  
 
 
1.2. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian mengidentifikasi 
masalah yang akan di jadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu: Kontribusi pajak 
dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali masih 
kecil. Jika di lihat dari banyaknya lahan parkir dan petugas parkir yang memadai. 
Karena pajak dan retribusi yang di bayarkan kepada pemerintah daerah lebih rendah 
di bandingkan dengan potensi yang sebenarnya. 
 Retribusi dan pajak parkir dirasa belum optimal sebab pemungutanya baru 
20% yang akan diobtimalkan menjadi 30% pada tahun 2020. Jika pengelolaan 
retribusi dan pajak parkir Kabupaten Boyolali  bisa dioptimalkan dengan baik 
pengelolaannya, maka pendapatan retribusi dan pajak parkir kabupaten Boyolali 
diprediksikan bisa lebih meningkat. 
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1.3. Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan melihat 
masalah yang mencakup pada penelitian ini masih luas maka peneliti membatasi. 
Agar penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih terarah, maka perlu diberikan 
pembatasan masalah difokuskan mengenai kontribusi pajak parkir dan retribusi 
parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali. 
 
 
1.4.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang serta batasan masalah tersebut sebelumnya, 
maka rumusan masalah untuk penelitian ini ialah : 
1. Bagaimana efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten 
Boyolali ? 
2. Bagaimana kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali ? 
 
 
1.5. Tujuan Peneliatian 
Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kontribusi pajak parkir dan 
retribusi parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016-2018. 
 
1.6.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Bagi Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sumber referensi bagi upaya 
pengembangan ilmu penelitian selanjutnya. 
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam hal 
peningkatan kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan 
target yang diharapkan. 
 
 
1.7. Jadwal Penelitian  
Terlampir 
 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu agar 
mempermudah pengkajianya. Penulisan skripsi ini secara garis besar ialah 
sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Pada bab ini di jelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan, manfaat, batasan, serta sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan tinjauan teori yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian 
serta konsep yang relevan guna membahas permasalahan yang telah di 
rumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran, serta hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini, yang terdiri dari objek penelitian, jenis 
penelitian, serta sumberdata, teknik pengumpulan data, definisi operasional, 
teknik analisis data, dan jadwal penelitian. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini bersikan mengenai deskriptif hasil penelitian, pengujian, hipotesis, serta 
pembahasandari hasil penelitian. 
BAB V : PENUTUP  
Bab ini merupakan bab terahir yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1  Teori Stewardship   
Grand theory dalam penelitian ini yakni menggunakan Stewardship 
Theory. Teori Stewardship  mempunyai akar psikologi yang di buat untuk  
memaparkan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-
tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka 
untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991).  
Dalam teori Stewardship  manajer akan berperilaku sesuai 
kepentingan bersama. Saat  kepentingan stewerd dan pemilik tidak sama, 
stewerd akan berusaha bekerja sama dari pada melawannya, sebab stewerd 
merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik 
merupakan pertimbangan yang rasional sebab stewerd lebih melihat pada usaha 
untuk mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007). 
Teori Stewerdship mengasumsikan hubungan yang kuat antara 
keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Stewerd akan melindungi dan 
memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga 
dengan demikiaan fungsi utilitas akan maksimal. Pendapat penting dari 
stewardship ialah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. 
Namun begitu tidak berarti stewerd tidak memiliki kebutuhan hidup (Raharjo, 
2007). 
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Penerapan teori Stewerdship pada penelitian ini yakni dimana 
penelitian ini merupakan penelitian sektor publik yang kepentingan dan 
tugasnya untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Boyolali. Sehingga di 
dalam operasionalnya atau kinerja LKPD Kabupaten Boyolali untuk 
kepentingan masyarakat daerah Kabupaten Boyolali bukan untuk kepentingan 
individu. 
 
 
2.1.2  Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Mardiasmo (2004) mengemukakan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yakni pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah, retribusi daerah, 
hasil perusaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain 
sebagainya yang termasuk kedalam pendapatan asli daerah yang sah. Halim 
(2008) menyatakan bahwasannya, PAD termasuk kedalam perolehan daerah 
yang bersumber dari sumberkekayaan dan ekonomi daerah. 
Menurut Khilmaninda, Safi’i dan Haryono (2018) Pendapatan Asli 
Daerah yakni perolehan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
perundangundangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang pendapatan asli daerah, sumber-sumber PAD yaitu: 
 1. Hasil pajak daerah  
2. Hasil retribusi daerah 
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
 4. Lain-lain PAD yang sah. 
14 
 
 
 
Beberapa pengertian di tersebut dapat di simpulkan bahwasanya 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukan sumber keuangan daerah yang di 
dapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusaan milik daerah, hasil 
kekayaan daerah yang di pisahkan, serta lain sebagainya pendapatan asli daerah 
lain yang di kelola oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku. Adapun sumber pendapatan asli daerah di bagi menjadi 
empat bagian diantaranya sebagai berikut : 
1. Pajak Daerah 
Menurut Mardiasmo (2013) mengemukakan bahwasanya  pajak 
daerah ialah pungutan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak 
mendapatkan balasan secara langsung serta dipergunakan guna  keperluan 
daerah untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah, 
menurut peraturan per Undang – Undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
pajak dan retribusi daerah. Peraturan  perundang – undangan Nomor 18 Tahun 
1997 tentang pajak daerah serta retribusi daerah terbagi menjadi dua daerah, 
yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. 
Pajak Provinsi terbagi atas:  
a. Pajak Kendaraan Bermotor 
b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
d. Pajak Rokok 
Pajak Kabupaten/Kota : 
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a. Pajak Hotel  
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan 
f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 
g. Pajak Parkir 
h. Pajak Air Tanah 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesan Serta Perkotaan 
k. Pajak Bea Perolehan Atas Hak Atas Tanah Dan Bagunan 
2. Retribusi Daerah 
Menurut Haerah  (2018) Restribusi daerah menunjukan salah satu hal 
penting pendukung Pendapatan Asli Daerah yang cukup mempengaruhi untuk 
peningkatan pembangunan. Restribusi yakni pengambilan dari pemerintah kepada 
orang atau badan hukum, sedang orang atau badan hukum tersebut mendapat 
kenikmatan tertentu yang biasanya ialah bisa dinikmati ataupun diperoleh secara 
cepat. Masalah  yang sering muncul yakni mental peraturan daerah tersebut dalam 
meminta dan mengelola kelebihan yang bisa dikenakan restribusi.   
 Sedangkan menurut Undang - Undang nomor 28 tahun 2009 
mengenai pajak dan retribusi daerah Retribusi Daerah, yang disebut Retribusi yakni 
permintaan daerah sebagai kewajiban atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus diadakan  dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah guna  kepentingan  
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orang pribadi atau Badan.  Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
pajak dan retribusi daerah secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat 
diminta oleh daerah yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 
1.  Retribusi Jasa Umum  
Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan 
retribusi daerah Pasal 109 menyatakan yakni Retribusi yang dikenai  atas  jasa  
umum  digolongkan  sebagai  Retribusi  Jasa  Umum. Objek Retribusi Jasa Umum 
yakni pelayanan yang disediakan guna diwujudkan Pemerintah Daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. Menurut Undang - Uandang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi 
daerah Pasal 110  Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 
 a.  Retribusi Pelayanan Kesehatan 
b.  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil 
d.  Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat 
e.  Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 
f.  Retribusi Pelayanan Pasar 
g.  Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
 h.  Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
 i.   Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
 j.   Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus 
 k.  Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
l.   Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang  
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 m. Retribusi Pelayanan Pendidikan 
 n.  Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi   
2. Retribusi Jasa Usaha  
Menurut Undang- Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan 
retribusi daerah Pasal 126 menyatakan bahwasanya Retribusi yang dikenai atas 
jasa usaha dikelompokan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa  
Usaha  yakni  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan 
menggunakan prinsip komersial yang meliputi: (1) Pelayanan  dengan  
menggunakan  kekayaan  Daerah  yang  belum digunakan secara optimal (2) 
Pelayanan oleh Pemerintah daerah apabila belum diwujudkan secara memadai 
oleh pihak swasta. Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 127 Jenis Retribusi Jasa 
Usaha adalah: 
 a.  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
b.  Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan 
c.  Retribusi Tempat Pelelangan 
d.  Retribusi Terminal 
e.  Retribusi Tempat Khusus Parkir  
f.  Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa  
 g.  Retribusi Rumah Potong Hewan 
 h.  Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 
 i.   Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga 
 j.   Retribusi Penyeberangan Di Air 
 k.  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
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3. Perizinan Tertentu 
 Menurut Undang- Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 140 
menunjukkan bahwa Retribusi yang dikenakan atar perizinan tertentu 
dikelompokan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan 
tertentu yakni pelayanan perbolehan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada 
orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan guna pengaturan dan mengawasi 
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta 
menjaga kelestarian lingkungan.  
Menurut  Undang-Undang No. 28 Tahun  2009 tentang pajak dan 
retribusi daerah yang  di jelaskan dalam Pasal  141  Jenis  Retribusi  Perizinan 
Tertentu yakni:  
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
 b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhohol 
 c. Retribusi Izin Gangguan 
 d. Retribusi Izin Trayek  
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan 
3. Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah Yang Dipisahkan 
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang kemudian dipisahkan 
menunjukan perolehan daerah berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 
di pisahkan (Halim, 2008). Pembagian pendapatan terbagi menurut obyeknya 
yakni : 
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a.  Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
daerah/BUMN 
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
pemerintah/BUMN 
c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta untuk 
kelompok usaha masyarakat 
4. Lainnya Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
Pendapatan yang merupakan perolehan daerah yang berasal dari lain – lain 
milik Pemda. Rekening tersebut disediakan guna memperkirakan penerimaan 
daerah selain yang di atas (Halim, 2008). Pembagian tersebut obyeknya yakni : 
a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak di pisahkan 
b. Jasa giro 
c. Pendapatan bunga 
d. Penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiahterhadap mata uang 
asing 
e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah 
f. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 
h. Pendapatan denda pajak daerah 
i. Pendapatan denda retribusi 
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 
k. Pendapatan pengambilan 
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l. Pendapatan daeri pemanfaatan fasilitas social dan fasilitas umum 
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjuala 
 
 
2.1.3 Pajak Parkir 
Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan 
retribusi daerah, pajak parkir diartikan sebagai pajak atas penyelenggaraan 
tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berhubungan dengan 
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sehubungan dengan 
pengertian tersebut, Syaiful dan Elvira (2012) menuturkan bahwasanya parkir 
yaitu kondisi tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena 
ditinggalkan pemiliknya (Pangau, Jantje dan Gamaliel, 2019). 
1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir   
Dasar hukum pemungutan pajak parkir menurut Siahaan (2013:471) yakni 
sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
b.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah.  
c.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
2. Obyek, Subjek dan Pengecualian Pajak 
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Objek pajak yakni seluruh pengadaan tempat parkir yang di sediakan 
dimiliki dan/atau di olah penyelenggara parkir, dengan meminta iyuran baik 
langsung maupun tidak langsung. Obyek pajak meliputi : 
a. Penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 
berhubungan dengan pokok usaha maupun yang diadakan sebagai usaha. 
b. Tempat penitipan kendaraan bermotor 
Dikecualikan Obyek Pajak yaitu : 
a. Penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
b. Penyelenggara tempat parkir oleh perkantoran yang digunakan guna 
karyawan  
c. Penyelenggara tempat parkir oleh kedutaan, konsultan, perwalian Negara 
asing, dan perwalian lembaga – lembaga Internasional dengan asas timbal 
balik bagaimana berlaku untuk pajak Negara 
d.  Penyelenggara tempat parkir lainya yang diatur dengan peraturan daerah. 
3. Dasar Pengenaan Pajak 
Dasar pengenaan pajak parkir yakni jumlah pembayaran yang sudah 
seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat parkir. 
4. Tarif Pajak 
Tarif pajak di wujudkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar 
pengenaan pajak yang di tentukan.  
Hubungan antara Pajak Daerah dengan Pendapan Asli Daerah yakni 
pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah dimana pajak 
merupakan sumber utama pendapatan guna memenuhi biyaya pemerintah 
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daerah dalam memenuhi kebutuhan yang tidak mampu di hasilkan oleh pihak 
swasta. Sehingga pajak daerah merupakan salah satu sumber perolehan utama 
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sangat berpengaruh (Pangau, Jantje 
dan Gamaliel, 2019). 
 
2.1.4 Retribusi Parkir 
Menurut Hayati (2016)  Parkir ialah setiap kendaraan yang berhenti 
pada tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan aturan ataupun tidak serta tidak 
hanya sebagai kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. 
Sedangkan retribusi parkir yakni pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang 
diadakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Menurut Hayati (2016)  Objek retribusi parkir secara umum 
dikelompokan menjadi dua, yakni di tepi jalan umum yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dan di tempat khusus parkir misalnya di gedung parkir, taman 
parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola 
oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi parkir yakni orang pribadi atau badan 
yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat 
khusus parkir.  
Menurut Hayati (2016)  Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur 
dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan 
yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima. Penerapan struktur dan 
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besarnya tariff pada setiap daerah berbeda- beda tergantung kepada kebijakan 
pemerintahan setiap daerah otonominya masing- masing. 
Salah satu bentuk peraturan daerah yakni menurut Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang jasa usaha yang berisi Nama, 
Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi yang di jelaskan sebagai berikut:  
a. Pasal 13 berisi pelayanan tempat khusus parkir, Obyek retribusi tempat 
khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, pengecualian obyek retribusi, siapa saja 
yang di kenakan retribusi parkiratau obyek parkir dan Wajib retribusi tempat khusus 
parkir. 
b. Pasal 14 berisi Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir  Pada 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang jasa usaha. 
c. Pasal 15 berisi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir dimana Struktur 
dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis 
tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraan, dan jangka waktunya. 
 
2.1.5 Efektivitas  
Mardiasmo (2009:134) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu 
organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan 
antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dapat 
disimbulkan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan atau 
kegagalan dalam mencapai hasil program dengan target yang ditetapkan, dimana 
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makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya 
(Utami dan Endang Surasetyo Ningsih, 2018). 
 
2.1.6  Kontribusi  
Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah 
kegiatan yamg dilaksanaka (Handoko, 2013). Kontribusi yang dimaksud dapat 
diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak dan retribusi 
daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi pajak dan 
retribusi daerah dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan 
pajak dan retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, semakin besar  
hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak dan retribusi daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu 
kecil berarti peranan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
juga kecil  (Utami dan Endang Surasetyo Ningsih, 2018). 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
1. Penenelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2019)  
Yang berjudul judul : The implications of fiscal decentralization and budget 
governance on economic capacity and community welfare. Jenis Penelitian 
Kualitatif Deskriptif, sampel dilakukan di Provinsi Bali yang melibatkan delapan 
kabupaten dan satu kota. Teknik analisis data menggunakan Regresi Linier 
Berganda. Hasil penelitian  bahwa desentralisasi fiskal mempengaruhi alokasi 
anggaran, kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.  
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Dengan demikian, pemerintah daerah Bali harus mempertimbangkan 
menggabungkan desentralisasi fiskal dengan upaya peningkatan akuntabilitas 
pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus pada 
peningkatan PAD saja; itu juga harus fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi 
regional melalui pertumbuhan ekonomi, Penelitian ini menemukan sebuah fakta 
empiris bahwa kapasitas ekonomi memiliki relevansi dengan tingkat kesejahteraan 
masyarakat. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana Utami, Endang Surasetyo Ningsih 
(2018)  
Yang berjudul judul : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak 
Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Aceh Tahun 2011-2015. Menggunakan  metode penelitian kuantitatif 
deskriptif dengan sampel pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian 
ini menggunakan data LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Tahun 2011-2015. 
Teknik analisis data menggunakan teknik Analisis Efektivitas.  
Hasil penelitian menunjukan Penerimaan pajak serta retribusi daerah serta 
kontribusinya terhadap Pendaptan Asli Daerah mengalami peningkatan yang tidak 
signifikan, artinya mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya namun 
mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
terjadi kinerja pemeritah yang kurang. 
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3.  Penelitian yang dilakukan Kahar Haerah (2018)  
Yang berjudul judul : Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Dengan teknik analisis data deskriptif 
kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan memaparkan bahwa: pertama, selama 
lima tahun taerakhir kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Jember dari sektor retribusi parkir tidak mengalami peningkatan, bahkan terjadi 
penurunan dari tahun ke tahun.  
Kedua, upaya peningkatan retribusi parkir belum maksimal untuk dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Jember walaupun telah menjalin kendala yang 
dihadapi, antara lain masih belum tersedianya lahan parkir secara memadai serta 
hasil penyetoran dari para pemungut retribusi parkir yang terus berkurang. Kendala 
lainnya, belum adanya regulasi tentang kewajiban para penyelenggara parkir guna 
mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. 
 Masih banyaknya penyelenggara parkir yang tidak mendaftarkan dirinya 
sebagai wajib pajak mengakibatkan kerugian bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember. Kendala lain yang tak kalah pentingnya ialah menjamurnya 
‘parkir liar’ yang ada di berbagai tempat di Kabupaten Jember. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Widya Putri (2018)  
Yang berjudul judul penelitian : Analisis Kontribusi Retribusi Parkir 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Metode deskriptif 
kuantitatif.Sampel realisasi dan target PAD periode 2010-2014.Teknik analisis data 
teknik kontribusi dan efektivitas. Hasil analisis yang dapat diambil berdasarkan 
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pernyataan di atas memaparkan, jika realisasi retribusi parkir sama dengan target 
maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Efektif 
retribusi parkir setiap tahunya mengalami peningkatan. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Phaureula Artha Wulandari, Effan Najwaini, 
Faris Ade Irawan (2018)  
Yang berjudul judul : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah  Dan 
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Balangan Tahun 
2012 -2016. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Sampel PAD Balangan tahun 
2012-2016.Teknik analisis data metode kuantitatif dengan data sekunder, yang 
dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan 
indikator Analisis rasio Efektifitas dan Analisis rasio Kontribusi.  
Hasil penelitian menunjukan 1.Analisis Efektifitas Pajak Daerah selama 5 
tahun , sudah sangat efektif, terlihat atas realisasi pajak daerah dapat tercapai di atas 
anggaran yang telah ditetapkan.  2. Analisis efektifitas Retribusi daerah 
menunjukan kriteria sangat efektif. Dari Realisasi retribusi daerah terbesar 
diperoleh pada tahun 2014. 3. Analisis kontribusi dari sektor pajak daerah masih 
sangat kurang, terutama tahun 2012 .  
Kontribusi terbesar pada tahun 2014 walaupun masih dengan kriteria kurang 
berkontribusi. 4. Analisis kontribusi dari sektor retribusi daerah masih sangat 
rendah, terutama tahun 2012 . Kontribusi terbesar pada tahun 2014 walaupun masih 
dengan kriteria kurang berkontribusi. 
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Gebby Kiki Risky Khilmaninda, A. Syafi’i, 
Haryono (2018)  
Yang berjudul judul : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Parkir 
Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Jenis penelitian 
kualitatif deskriptif. Sampel daftar rincian  penerimaan retribusi parkir dan 
pendapatan daerah kota Surabaya tahun 2014-2016.Teknik analisis data analisis 
deskriptif. Hasil penelitian memaparkankan pertumbuhan atau potensi dari 
penerimaan retribusi parkir pada setiap tahunya mengalami kenaikan. Kontribusi 
penerimaan retribusi parkir cenderung mengalami peningkatan. Penerimaan 
retribusi parkir efektif sebab mampu  melebihi target 90%. 
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyan Firdausi Mustoffa (2017)  
Yang berjudul  judul : Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten 
Ponorogo. Jenis penelitian kualitatif deskriptif.Sampel PAD Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2011-2015. Teknik analisis data menggunakan Analisis metode kualitatif 
berupa analisis rasio, dan rasio efektifitas. Hasil analisis data: Pertama, Pajak 
Penerangan Jalan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah 
yaitu rata-rata 9,89%. Kedua, efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah 
Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sangat efektif sampai lebih dari 100%. 
8. Penelitian yang dilakukan oleh Mahalia Lolita Maisal, Nonce F. Tuati (2016)  
Yang berjudul judul : Analisis Efektivitas Retribusi Parkir dan 
Kontribusinya Terhadap Pendapan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah 
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Kota Kupang. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif.Sampel PAD Kota Kupang 
Tahun 2009-2013. Teknik Analisis Data menggunakan alat ukur rasio efektivitas.  
Hasil menunjukan Tingkat kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan 
Asli Kota Kupang masih sangat kecil serta masuk dalam kategori “Relatif tidak 
memiliki kontribusi” terhadap pendapatan asli daerah. Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Kupang serta dinas (SKPD) yang terkait dibidang retribusi parkir dapat 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar parkir 
dengan tujuan menjadi pemasukan/pendapatan guna daerah kota kupang. 
9. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Hayati (2016)  
Yang berjudul judul : Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi 
Parkir Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. Jenis penelitian 
kualitatif deskriptif. Sampel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, 
yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pendapatan serta 
berbagai buku yang berhubungan dengan pendapatan daerah tahun 2010-2013.  
Metode analisis data yaitu metode analisis data kuantitatif dan metode 
analisis data kualitatif. Hasil penelitian memaparkan pertumbuhan dari penerimaan 
retribusi parkir pada tahun ke tahunmengalami kenaikan. efektivitas, serta 
kontribusi, dapatlah diketahui bahwa pertumbuhan positif karena penerimaan 
retribusi parkir mengalami kenaikan. 
10. Penelitian yang dilakukan oleh Destika Religia (2014) 
 Yang berjudul judul : Analisis  Pengaruh Efektivitas Pajak dan Retribusi 
Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011 
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Sampai 2013. Jenis penelitian kualitatif deskriptif.Sampel PAD  Kota  Bandung 
tahun 2011-2013.Teknik analisis data menggunakan alat ukur rasio efektivitas. 
Hasil penelitian memaparkan bahwa 1)Secara menyeluruh penerimaan pajak parkir 
Kota Bandung melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan penerimaan 
retribusi parkir tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 
 2)Rasio efektivitas pajak parkir Kota Bandung memiliki rata-rata nilai 
efektivitas sangat efektif, Rasio efektivitas Retribusi Parkir Kota  Bandung  
memiliki  rata-rata  nilai  efektivitas  kurang  efektif,  dan  Rasio  efektivitas 
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung memiliki rata-rata nilai efektivitas sangat 
efektif, 3)Tidak terdapat pengaruh secara parsial maupun simultan efektivitas Pajak  
Parkir dan Retribusi Parkir terhadap efektivitas PAD kota Bandung. 
11.  Penelitain yang dilakukan oleh Della Novia (2014)  
Yang berjudul judul : Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 
2010-2012. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sampel PAD Kota Samarinda 
tahun 2010-2012. Teknik analisis data menggunakan rumus efektivitas dan 
kontribusi atau mengukur rasio. Hasil penelitian yang penulis lakukan, Kontribusi 
Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda 
selalu mengalami penurunan kenaikan. 
12. Penelitian yang dilakukan oleh Feisly Kesek (2013)  
Yang berjudul  judul : Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jenis penelitian kualitatif 
deskriptif. Sampel PAD Kota Manado Tahun 2009-2012.Teknik analisis data 
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menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio. Hasil 
penelitian memaparkan bahwa setiap tahun target serta realisasi penerimaan pajak 
parkir meningkat dengan tingkat efektivitas serta besarnya kontribusi yang 
bermacam- macam. 
 
2.3.Kerangka Berfikir 
Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah dari kontribusi retribusi parkir 
dan pajak parkir. Baik di tepi jalan maupun tempat parkir khusus guna menjalankan 
roda pemerintahan, oleh sebab itu seluruh jumlah retribusi parkir dan pajak parkir 
baik di tepi jalan umum maupun tempat parkir khusus yang di kelola dan di peroleh 
oleh pemerintah harus di realisasikan dengan benar agar sesuai dengan targat yang 
di tetapkan.  
Sehingga dengan begitu dapat dilihat seberapa tingkat efektivitas retribusi 
parkir dan pajak parkir serta berapa kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir 
setiap tahunnya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali. Untuk 
memperjelas alur pemikiran dan lebih memudahkan penelitian maka penulis 
membuat kerangka berfikir sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang di gunakan mulai dari penyusunan proposal hingga 
tersusunya laporan penelitian ini ialah pada bulan September 2019 sampai dengan 
bulan Januari 2020. Penulis melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Boyolali. 
 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  menurut  
Sugiyono  (2017:  15)  menyatakan  bahwa metode penelitian kualitatif adalah 
metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme,  digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  
dimana  peneliti  sebagai instrumen kunci.   
Penggunaan  pendekatan  kualitatif  ini  dimaksudkan  untuk memperoleh 
gambaran efektivitas dan kontribusi pajak parkir serta retribusi parkir  terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016 sampai dengan 2018. 
 
3.3. Popilasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sempel 
3.3.1. Populasi  
Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017:136). Populasi yang 
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digunakan sebagai bahan penelitian ini ialah Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali. 
  Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang relitas atau fenomena 
sosial yang bersifat unik atau kompleks. Oleh karena itu, prosedur penentuan 
sampel yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key 
informan) atau situasi sosial tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian 
(Sugiyono, 2017:138). 
  Dalam hal ini, fokus peneliti adalah tentang efektivitas dan kontribusi 
pajak parkir serta retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Boyolali. Objeknya adalah Dishub Kabupaten boyolali dan juru parkir 
di Kabupaten Boyolali yang sekaligus menjadi bagian dari narasumber dalam 
penelitian ini. Sedangkan sampel yang terpilih berjumlah 6 orang yang bertugas di 
Dishub Kabupaten Boyolali yang kriterianya ditentukan oleh peneliti, yakni bekerja 
atau bertugas di bagian perparkiran, mengurusi, dan berhubungan dengan parkir. 
 
3.3.2. Sampel 
Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2017:137). Jenis sampel dalam penelitian ini ialah 
Non probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 
peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur  atau  anggota  populasi  untuk  dipilih  
menjadi  sampel  (Sugiyono, 2017:142). Sampel yang digunakan dalam penelitian 
35 
 
 
 
ini ialah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016-2018.  
  Dalam hal ini, fokus peneliti adalah tentang efektivitas dan kontribusi 
pajak parkir serta retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Boyolali. Dimana objeknya adalah Dishub Kabupaten boyolali dan 
juruparkir di Kabupaten Boyolali yang sekaligus menjadi bagian dari narasumber 
dalam penelitian ini. Sedangkan sampel yang terpilih berjumlah 6 orang yang 
bertugas di Dishub Kabupaten Boyolali yang kriterianya ditentukan oleh peneliti, 
yakni bekerja atau bertugas di bagian perparkiran, mengurusi dan berhubungan 
dengan parkir. 
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik sampel yang digunakan yaitu Purposive Sampling, yaitu teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:144). Sampel 
yang  diambil dalam  penelitian ini yakni target  dan realisasi penerimaan pajak 
parkir, retribusi parkir dan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali per tahun 
dengan periode penelitian selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai 2018. Adapun 
kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :  
1.    Adanya data  yang  tersedia dalam  penelitian  yaitu  berupa  data  target dan  
realisasi Penerimaan/Penyetoran  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten 
Boyolali  tahun 2016 sampai 2018.  
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2.    Adanya  data  yang  tersedia  dalam  penelitian  yaitu  Pajak  dan  Retribusi  
Parkir  Kabupaten Boyolali per tahun dari tahun 2016 sampai 2018. 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data 
sekunder. Dimana data sekunder ialah data dari dokumen bisa berupa data hasil 
penelitian  yang telah lalu yang di lakukan peneliti sendiri atau orang lain, dengan 
kata lain data dokumen termasuk kedalam data sekunder (Sugiono, 2017:10). Data 
sekunder  dalam penelitian ini berupa data pajak daerah, retribusi daerah, dan data 
PAD di Kabupaten Boyolal Tahun 2016- 2018. Data sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 
Data primer, ialah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 
yang  diperoleh  dari  narasumber  atau  informan  yang  dianggap  dapat 
memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan (Sugiono, 
2017:11). Peneliti  menggunakan data  ini untuk  mendapatkan  informasi  langsung 
tentang efektivitas dan kontribusi pajak dan retribusi parkir dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali. Adapun  sumber  data  langsung  
penulis  dapatkan  dari Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali yang bertugas di 
bidang parkir serta ketua juru parkir di Kabupaten Boyolali. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk  memudahkan  dalam  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  
dalam penelitian  ini  maka  peneliti  perlu  menggunakan  teknik  pengumpulan  
data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
a. Observasi 
  Observasi  menurut  Sugiono, (2017:457)  meliputi  kegiatan  pemuatan 
perhatian  terhadap  sesuatu  objek  dengan  menggunakan  seluruh  alat indra. 
Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara teliti.  Adapun 
jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak 
terstruktur, observasi  partisipan, dan observasi nonpartisipan.   
  Peneliti  menggunakan  observasi  nonpartisipan  karena peneliti  tidak  
terlibat  secara  langsung  hanya    sebagai  pengamat independen.  Dalam  penelitian  
ini  peneliti  mengamati  aktivitas Dishub Kabupaten Boyolali yang  digunakan  
untuk  mengetahui  peran dan pengaruhnya terhadap efektivitas dan kontribusi 
pajak parker serta retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Boyolali.  
b. Dokumentasi 
  Metode Dokumentasi ialah data yang di peroleh dari internal atau ekternal 
perusahaan. Dokumentasi   yaitu  mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  
yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku, surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  
rapat,  buku besar,  agenda  dan sebagainya. Studi dokumentasi  merupakan 
pelengkap dari  penggunaan metode  observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian  
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kualitatif.  Dalam penelitian  ini,  studi  dokumentasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  
adalah dengan  mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis (Sugiono, 
2017:476).  Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi ke BKD Kabupaten 
Boyolali, serta melihat pencatatan realisasi pajak parkir, retribusi parkir dan 
pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali. 
c. Wawancara 
  Wawancara menurut Sugiyono (2017: 466) adalah pertemuan dua orang 
untuk bertukar  informasi dan  ide  melalui tanya  jawab,  sehingga dapat 
dikostruksikan  makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan secara  
mendalam dan terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di 
buat, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data 
mencatatnya. Daftar pertanyaan wawancara mengenai efektivitas dan kontribusi 
pajak serta retribusi parker dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Boyolali. 
 
3.5.1 Alat pengumpulan data 
Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen utama karena :    
a) Peneliti dapat berinteraksi dengan  responden dan lingkungan yang ada, memiliki 
kepekaan dan dapat berinteraksi terhadap segala stimulus yang diperkirakan 
bermakna bagi penelitian.   
b) Peneliti dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat 
memahami situasi dalam segala seluk beluknya.   
39 
 
 
 
c) Peneliti dapat merasakan, memahami dan menghayati secara konsektual atau 
melalui proses interaksi. Sehingga peneliti dapat menganalisis, menafsirkan dan 
merumuskan kesimpulan sementara dalam menetukan arah wawancara dan 
pengamatan selanjutnya terhadap responden untuk memperdalam atau 
memperjelas temuan penelitian.   
d) Peneliti memungkinkan dapat menggali lebih jauh dan dalam tentang fenomena 
dan respon yang aneh dan menyimpang atau bahkan bertentangan dengan 
penelitian. Selain itu peneliti juga memerlukan buku, alat tulis, panduan 
wawancara, dan  tape recorder sebagai alat pengumpul data. 
 
3.6. Variabel Penelitian 
Variabel ialah segala sesuatu yang berbentuk atau berwujud apa saja yang 
di tetapkan oleh seorang peneliti guna di pelajari sehingga di peroleh informasi 
mengenai hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya Sugiono, (66:2017). 
Variabel  dalam  penelitian ini adalah pajak parkir, retribusi parkir, dan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional yakni merupakan penentuan contruck agar mampu 
menjadikan variabel yang dapat diukur (Sugiono, 2012). 
1. Pajak Parkir 
 Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah, pajak parkir diartikan sebagai pajak atas penyelenggaraan tempat 
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parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berhubungan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor (Pangau, Jantje dan Gamaliel, 2019). 
Pajak Parkir =  Tarif pajak parkir yakni 20% X Dasar pengenaan pajak (jumlah 
pembayaran yang seharusnya di bayar kepada penyelengara 
tempat parkir). 
2. Retribusi Parkir 
Menurut Hayati (2016)  retribusi parkir yakni pembayaran atas penggunaan 
tempat parkir yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Objek retribusi parkir secara umum 
dikelompokan menjadi dua, yakni di tepi jalan umum yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dan di tempat khusus parkir misalnya di gedung parkir, taman 
parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola 
oleh Pemerintah Daerah. 
Retribusi Parkir = Jumlah total Pendapatan Parkir X 20% (Tarif retribusi 
parkir). 
 
3. Pendapatan Asli Daerah 
Mardiasmo (2004) mengemukakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni 
pendapatan daerah melalui sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusaan 
milik daerah, hasil kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain sebagainya yang 
termasuk kedalam pendapatan asli daerah yang sah. Halim (2008) menyatakan 
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bahwasannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk kedalam perolehan daerah 
yang bersumber dari sumberkekayaan dan ekonomi daerah. 
Pendapatan Asli Daerah = Pajak Derah + Retribusi Daerah + Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di 
Pisahkan + Pendapatan Asli Daerah Lain 
yang Sah. 
 
3.8. Teknik Analisis Data 
  Setelah  mendapatkan  data  yang  diperoleh  melalui  observasi  ,  
wawancara dan  dokumentasi  maka  tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  analisis  
data. 
  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Menurut 
Sugiyono, (2017: 480) analisis data kualitatif ialah proses  mencari  dan  menyusun  
secara  sistematis  data  yang  diperoleh dari  hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan  data  kedalam  kategori,  
menjabarkan  ke  dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam  pola, 
memilih mana yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan 
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  
  Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 
lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis  data  
dilakukan  menggunakan  versi  Miles  dan  Huberman,  dalam Sugiyono, (2017:  
483)  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif dilakukan  secara  interaktif  
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dan  berlangsung  secara  terus-menerus  sampai tuntas  sehingga  datanya  jenuh.  
Aktivitas  meliputi  reduksi  data  ( data reduction),  penyajian  data  (  data  display)  
dan  penarikan  kesimpulan (verification). 
a.  Reduksi data (data reduction) 
  Mereduksi  data  berarti  merangkum,memilih  hal-hal  yang  pokok, 
memfokuskan pada hal-hal  yang penting  ,dicari tema dan polanya dan membuang 
yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan  memberikan  
gambaran  yang  lebih  jelas  dan  akan  mempermudah dalam melakukan 
pengumpulan data selanjutnya. 
b.  Penyajian data ( data display) 
  Dalam penelitian kualitatif, penyajian data  bisa dilakukan dalam bentuk 
uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart  dan sejenisnya.  
Penyajian  data  dalam  penelitian  ini  peneliti  paparkan dengan teks  yang bersifat  
naratif dan  dirancang  guna  menggabungkaninformasi yang tersusun sehingga 
mudah dipahami. 
c.  Penarikan kesimpulan (verification) 
  Langkah  selanjutnya  adalah  penarikan  kesimpulan,kesimpulan  awal yang 
dikemukakan masih  bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak  ditemukan  
bukti-bukti  yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap pengumpulan  data  
berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan  yang dikemukakan pada tahap awal 
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten  saat  peneliti  kembali  ke  
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lapangan  saat  mengumpulkan  data maka  kesimpulan  yang  dikemukakan  
merupakan  kesimpulan  yang kredibel. 
    Dengan  demikian  kesimpulan  mungkin  dapat  menjawab rumusan  
masalah  tetapi  mungkin  juga  tidak  karena  dalam  penelitian kualitatif  rumusan  
masalah  masih  bersifat  sementara  dan  akan berkembang setelah penelitian berada 
di lapangan.Langkah-langkah  analisis  data  tersebut  dapat  digambarkan  sebagai 
berikut: 
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data 
     (Sugiyono 2017: 485) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3.9 Keabsahan Data 
  Keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif   merupakan  salah  satu  bagian 
yang  sangat  penting  untuk  mengetahui  derajat  kepercayaan  dari  hasil penelitian  
yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  triangulasi dalam  
Pengumpulan  
Data Penyajian  
Data 
Penarikan  
Kesimpulan 
Reduksi Data 
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pengumpulan  data,  maka  data  yang  diperoleh  akan  lebih  konsisten sehingga 
menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.  Menurut 
(Sugiyono, 2017: 477) triangulasi diartikan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  
yang  bersifat  menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data yang telah ada. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi  yaitu : 
1.  Triangulasi Teknik 
  Menurut  Sugiyono  (2013:  330)  triangulasi  teknik  berarti  peneliti 
menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  berbeda-beda  untuk mendapatkan 
data dari sumber data yang sama.Peneliti  menggunakan  observasi  partisipatif,  
wawancara  mendalam, Serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 
serempak. Triangulasi  teknik  dapat  ditempuh  melalui  langkah-langkah  sebagai 
berikut : 
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Gambar 3.2 Triangulasi teknik 
     (Sugiyono, 2017: 478) 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
2.  Triangulasi Sumber 
  Menurut  Sugiyono  (2013:  330)  triangulasi  sumber  berarti  
untuk mendapatkan data dari  sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 
sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai  berikut :  
Gambar 3.3 Triangulasi sumber 
     (Sugiyono, 2017: 478 ) 
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3.10 Langkah-langkah Penelitian 
Dalam  penelitian  ini,  agar  pelaksanaannya  terarah  dan  sistemastis  maka 
disusun tahapan-tahapan penelitian  yaitu sebagai berikut: 
a.  Tahap pra lapangan 
Tahap pra lapangan yaitu memperhatikan segala macam persoalan dan 
segala  macam  persiapan  sebelum  peneliti  terjun  kedalam  kegiatan penelitian.  
Tahap  pra  lapangan  dilaksanakan  pada  bulan  September 2019 dan memiliki 
enam tahapan yakni: 
1.  Memilih  lapangan  penelitian  dengan  cara  mempelajari  serta mendalami fokus 
dan rumusan masalah penelitian. 
2.  Menyusun  rancangan  penelitian  tentang  efektivitas dan kontribusi pajak parker 
serta retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Boyolali. 
3.  Mengurus  perizinan  secara  formal  dalam  hal  ini  peneliti  meminta izin 
kepada Kesbangpol Kabupaten Boyolali, Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Boyolali dan Dishub Kabupaten Boyolali. 
4.  Menjajaki  dan  menilai  lapangan  dimana  peneliti  melakukan orientasi 
lapangan. 
5.  Memilih  dan  memanfaatkan  informan  yang  berguna  sebagai pemberi 
informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. 
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6.  Menyiapkan  perlengkapan  penelitian  yang  diperlukan  seperti  alat tulis dan 
alat perekam. 
b.  Tahap Pekerjaan lapangan 
Pada  tahap  ini  peneliti  melakukan  kegiatan  langsung  ditempat penelitian 
yang akan dilaksanakan pada bulan September 2019 sampai Januari 2020 , tahap 
ini dibagi atas tiga bagian yaitu: 
1.  Memahami  latar  penelitian  dan  persiapan  diri.  Pada  tahap  ini peneliti  
melihat  subjek  yang  ada  pada  latar  penelitian  untuk mengetahui  data  yang  
harus  dikumpulkan  sehingga  peneliti  telah mempersiapkan diri dalam 
menyediakan alat pengumpulan data. 
2.  Memasuki  lapangan.  Pada  tahap  ini  peneliti  mengawali  dengan membuat  
permohonan  ijin  untuk  melakukan  pengumpulan  data yang diperoleh pada 
awal observasi. 
3.  Berperan  serta  mengumpulkan  data  .  Pada  tahap  ini  peneliti melakukan  
pengumpulan  data,  tahap  ini  merupakan  langkah  yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitianadalah mendapatkan data. 
c.  Tahap analisis data 
Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Penelitidalam 
tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatifsampai  pada  
interpretasi  data-data  yang  telah  diperoleh  sebelumnya. Selain  itu  untuk  
menguji  kredibilitas  data  tersebut  peneliti menggunakan  triangulasi teknik dan 
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triangulasi sumber.   Tahap analisis data dilakukan selama bulan Desember 2019 
sampai Januari 2020. 
 
3.11 Analisis Efektivitas 
1. Analisis Efektivitas Pajak Parkir 
Efektivitas pajak parkir yakni memaparkan kemampuan pemerintah 
daerah dalam merealisasikan pajak parkir yang direncanakan dibandingkan dengan 
target retribusi parkir yang telah ditetapkan (Halim, 2001). 
Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟
X 100% 
Tabel 3.1 
Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Parkir 
 
Presentase Kinerja Keuangan Kriteria 
 Diatas 100%  
 90 – 100 %  
 80 – 90 %  
 60 – 80 %   
Kurang dari 60 %  
 Sangat efektif  
Efektif  
Cukup efektif  
 Kurang efektif  
Tidak efektif 
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 
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2. Analisis Efektivitas Retribusi Parkir 
Menurut  Hayati (2016) Efektivitas ialah  hubungan antara pengeluaran 
dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan 
efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. 
Semakin besar kontribusi ouput/pengeluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian 
tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit 
organisasi (Mardiasmo, 2002). 
Menurut Halim (2001), maka yang dimaksud dengan efektivitas 
retribusi parkir yakni memaparkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan retribusi parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target 
retribusi parkir yang telah ditetapkan.  
  Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟
 X 100% 
Tabel 3.2 
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir 
Presentase Kriteria 
Di atas 100% Sangat efektif 
90-100% Efektif 
80-90% Cukup Efektif 
60-80% Kurang Efektif 
Kurang dari 60% Tidak efektif 
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 
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3.12 Analisis Kontribusi 
1. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD ( Pendapatan Asli Daerah)  
Analisis kontribusi pajak parkir digunakan guna melihat kontribusi dari 
penerimaan pajak parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini 
dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir 
dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2002). 
Kontribusi = 
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐴𝑠𝑙𝑖𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 X 100% 
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 
2. Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
 Hayati, (2016) Analisis kontribusi retribusi parkir digunakan guna 
melihat kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan 
daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi 
penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). 
Halim (2002) mendefinisikan kontribusi daerah yakni seberapa besar 
pengaruh atau peran serta penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain 
PAD terhadap Pedapatan Asli daerah. Untuk melihat kontribusi penerimaan 
retribusi parkir digunakan rumus : 
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Kontribusi = 
  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
 X 100% 
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Gambaran Obyek Penelitian 
Kabupaten Boyolali adalah salah satu Provinsi di Jawa Tengah. Lokasi 
geografis Kabupaten Boyolali sangat strategis. Terletak di 11˚22’- 11˚50’ 
Longitude Timur dan  7˚36’-7˚71’ Lintang Selatan. Kabupaten Boyolali secara 
secara administratif terikat oleh utara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten 
Semarang. Di sebelah timur adalah Kabupaten Karangayar, Kabupaten Sragen dan 
Kabupaten Sukoharjo. Perbatasan selatan di batasi oleh Kabupaten Klaten dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta serta perbatasan barat adalah Magelang dan 
Semarang (www.boyolali.go.id).  
Kabupaten Boyolali memiliki luas 101.510,20 Ha yang terdiri dari 
22.830,83 Ha lahan dan 78.679,37 Ha lahan kering. Topografi Kabupaten Boyolali 
adalah daerah daratan rendah dengan bukit dan gunung, di ketinggian 700 meter 
diatas permukaan laut. Titik tertinggi adalah 1.500 meter di Kabupaten Selo dan 
titik terendah 75 meter di Kabupaten Banyudono. Kabupaten Boyolali terdiri dari 
19 Kabupaten dan 276 desa/kelurahan. Kelurahan adalah satu dari 35 kabupaten 
atau kota di Jawa Tengah. Selain Kabupaten Boyolali adalah pengahasil susu dan 
daging sapi terbesar di Pulau Jawa (www.boyolali.go.id). 
Salah satu sumber pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali adalah dari 
sektor pajak dan parkir. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Heru yang 
menjabat sebagai UPTD Parkir di Dishub Kabupaten Boyolali. Pemerintah daerah 
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khususnya di Kabupaten Boyolali akan meningkatkan pendapatan daerah 
khususnya dari sektor parkir.  
Melihat dari banyaknya tempat wisata baru yang dibuka, kawasan 
pertokoaan, dan tepi jalan yang banyak sekali di pergunakan oleh juru parkir untuk 
melakukan praktik perparkiran. Dari situlah pemerintah Kabupaten Boyolali akan 
memaksimalkan pendapatan Daerah khususnya dari sektor pajak parkir  dan 
retribusi parkir. Dimana akan lebih dimaksimalkan lagi dengan menaikan tarifpajak 
dan retribusi menjadi 30% di tahun 2020.  
 
4.1.2 Gambaran Umum Data Penelitian 
Kabupaten Boyolali adalah salah satu pemerintah daerah yang 
menyelenggarakan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah sebagai 
sumber pendapatan daerah, dimana peraturan tersebutdi buat oleh pemerintah 
Kabupaten Boyolali. Peraturan daerah Kabupaten Boyolali  ditetapkan dalam 
peraturan daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 yang telah berubah 
menjadi peraturan daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tetang 
retribusi jasa usaha. Serta peraturan daerah Kabuppaten Boyolali Nomor 7 Tahun 
2011 tentang pajak daerah (Pemerintah Kabupaten Boyolali, 2018). 
Data yang peneliti dapatkan mengenai PAD Kabupaten Boyolali, retribusi 
daerah Kabupaten Boyolali, dan pajak daerah Kabupaten Boyolali selama tahun 
2016-2018 yaitu   
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Tabel 4.1 
Descriptive Statistics 
 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PajakParkir 
3 133224932000 209234783000 176806887000
.00 
39213315804.
611 
PajakDaerah 
3 843623917240
0 
134430549029
00 
107394013711
00.00 
252731990866
0.501 
RetribusiParkir 
3 20192000000 42548500000 31650500000.
00 
11188784261.
483 
RetribusiDaerah 
3 147538856790
0 
160898686800
0 
152477422946
6.67 
73292668056.
771 
PAD 
3 292310032226
00 
388014897386
00 
335094047779
33.33 
486510211330
8.681 
Valid N (listwise) 3     
Sumber: Data diolah, 2020 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pajak parkir di Kabupaten 
Boyolali pada Tahun 2016 – 2018 mencapai rata – rata Rp 176.806.887.000.00 juta 
rupiah dengan pajak parkir tertinggi Rp 2.092.347.830.00 juta rupiah pada tahun 
2018 dan pajak parkir terendah Rp 1.332.249.320.00 juta rupiah pada tahun 2016. 
Retribusi Parkir di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2016 – 2018 mencapai rata – 
rata Rp 31.650.500.000.00 juta rupiah dengan retribusi parkir tertinggi Rp 
425.485.000.00 juta rupiah pada tahun 2018 dan retribusi parkir terendah Rp 
201.920.000.00 juta rupiah pada tahun 2016. 
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 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 – 2018 
mencapai rata – rata Rp 33.509.404.777.933.33 juta rupiah dengan Pendapatan Asli 
Daerah tertinggi Rp 3.880.14.897.386.00 juta rupiah. Pada tahun 2017 dan 
Pendapatan Asli Daerah terendah Rp 292.310.032.226.00 juta rupiahpada tahun 
2016. 
 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1  Analisis Efektivitas 
1. Analisis Efektivitas Pajak Parkir  
a. Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2016 
  Efektivitas Pajak Parkir (2016) =
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Target Penerimaan Pajak Parkir
𝑥 100% 
 Efektivitas Pajak Parkir (2016) =
1,332,249,320,00
1,000,000,000,00
𝑥 100% = 133,22493% 
 
Pada tahun 2016 realisasi sudah melebihi target dengan tingkat efektivitas 
133,22 persen. Adapun presentase tingkat efektivitas  tahun 2016 terletak pada 
rentang lebih dari 100 persen sehingga kriteria yang dicapai berupa sangat efektif. 
 
b. Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2017 
Efektivitas Pajak Parkir (2017) =
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Target Penerimaan Pajak Parkir
𝑥 100% 
 Efektivitas Pajak Parkir (2017) =
1,879,609,490,00
1,650,000,000,00
𝑥 100% = 133,91572% 
 
56 
 
 
 
Pada tahun 2017 realisasi sudah melebihi target dengan tingkat efektivitas 
133,91 persen. Adapun presentase tingkat efektivitas  tahun 2017 terletak pada 
rentang lebih dari 100 persen sehingga kriteria yang dicapai berupa sangat efektif. 
 
c. Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2018 
 
Efektivitas Pajak Parkir (2018) =
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Target Penerimaan Pajak Parkir
𝑥 100% 
 Efektivitas Pajak Parkir (2018) =
2,092,347,830,00
1,900,000,000,00
𝑥 100% = 110,12357% 
 
Pada tahun 2018 realisasi sudah melebihi target dengan tingkat efektivitas 
110,12 persen. Adapun presentase tingkat efektivitas  tahun 2018 terletak pada 
rentang lebih dari 100 persen sehingga kriteria yang dicapai berupa sangat efektif. 
 
2.Analisis Efektivitas Retribusi Parkir   
a. Efektivitas Retribusi Parkir Tahun 2016  
Efektivitas Retribusi Parkir (2016)
=
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
Target Penerimaan Retribusi Parkir
𝑥 100% 
  Efektivitas Retribusi Parkir (2016) =
201,920,000,00
226,000,000,00
𝑥 100%  
= 82,34513274% 
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Pada tahun 2016 realisasi belum mampu melebihi target dengan tingkat 
efektivitas 82,34 persen. Adapun presentase tingkat efektivitas  tahun 2016 terletak 
pada rentang antara 80 persen sampai dengan 90 persen sehingga kriteria yang 
dicapai berupa cukup efektiv. 
 
b. Efektivitas Retribusi Parkir Tahun 2017 
Efektivitas Retribusi Parkir (2017)
=
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
Target Penerimaan Retribusi Parkir
𝑥 100% 
 Efektivitas Retribusi Parkir (2017) =
322,110,000,00
288,500,000,00
𝑥 100%  
= 111,6424471% 
 
Pada tahun 2017 realisasi retribusi parkir telah melebihi target yang telah 
ditetapkan. Dengan tingkat efektivitas 111,64 persen. Sehinggaa presentase tingkat 
efektivitas yang di capai terletak pada pencapaian diatas 100 persen sehingga, 
kriteria yang dicapai berupa sangat efektif.   
 
c.Efektivitas Retribusi Parkir 2018 
Retribusi Parkir (2018) =
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
Target Penerimaan Retribusi Parkir
𝑥 100% 
  Retribusi Parkir (2018) =
425,485,000,00
355,448,000,00
𝑥 100% = 119,70386667% 
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Pada tahun 2018 realisasi retribusi parkir telah melebihi target yang telah 
ditetapkan. Dengan tingkat efektivitas 119,70 persen. Sehinggaa presentase tingkat 
efektivitas yang di capai terletak pada pencapaian diatas 100 persen sehingga, 
kriteria yang dicapai berupa sangat efektiv. 
   
4.2.2 Analisis Kontribusi 
1. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
a. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2016 
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD(2016)
=
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Target Penerimaan PAD
𝑥 100% 
 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD (2016) =
1,332,249,320,00
292,310,032,226,00
𝑥 100% = 0,4557658558% 
 
Hasil perhitungan dari kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan PAD 
Kabupaten Boyolali untuk Tahun 2016 tingkat kontribusi pajak parkir adalah 
0,455 persen dari keseluruhan tingkat kontribusi pajak yaitu 100 persen. Dimana 
99,545 persen berasal dari kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam 
dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaaan. 
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b. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2017 
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD (2017)
=
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Target Penerimaan PAD
𝑥 100% 
 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD(2017) =
1,879,609,460,00
388,014,897,386,00
𝑥 100%         = 0,4844168285% 
 
Hasil perhitungan dari kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan PAD 
Kabupaten Boyolali untuk Tahun 2017 tingkat kontribusi pajak parkir adalah 
0,484 persen dari keseluruhan tingkat kontribusi pajak yaitu 100 persen. Dimana 
99,516 persen berasal dari kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam 
dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaaan. 
 
c. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2018 
 
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD(2018)
=
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Target Penerimaan PAD
𝑥 100% 
 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD(2018) =
2,092,347,830,00
342,957,213,726,00
𝑥 100%         = 0,610090048% 
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Hasil perhitungan dari kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan PAD  
Kabupaten Boyolali untuk Tahun 2018 tingkat kontribusi pajak parkir adalah 
0,610 persen dari keseluruhan tingkat kontribusi pajak yaitu 100 persen. Dimana 
99,39 persen berasal dari kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam 
dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaaan. 
3. Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
a. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Tahun 2016 
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD(2016)
=
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
Target Penerimaan PAD
𝑥 100% 
  Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD(2016) =
201,920,000,00
292,310,032,226,00
𝑥 100%        = 0,0690773418% 
 
Hasil perhitungan dari kontribusi retribusi parkir terhadap penerimaan PAD 
Kabupaten Boyolali untuk Tahun 2016 tingkat kontribusi retribusi parkir adalah 
0,069 persen dari keseluruhan tingkat kontribusi retribusi yaitu 100 persen. 
Dimana 99,931 persen berasal dari kontribusi retribusi pelayanan kesehatan, 
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 
 Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan 
pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, reyribusi penyediaan dan/atau 
penyedotan kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, 
retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa, 
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retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga, 
retribusi tempat penjualan produk usaha daerah, retribusi ijin mendirikan 
bangunan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek. 
 
b. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Tahun 2017 
 
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD (2017)
=
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
Target Penerimaan PAD
𝑥 100% 
  Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD(2017) =
322,110,000,00
388,014,897,386,00
𝑥 100%        = 0,0830148539% 
 
Hasil perhitungan dari kontribusi retribusi parkir terhadap penerimaan PAD 
Kabupaten Boyolali untuk Tahun 2017 tingkat kontribusi retribusi parkir adalah 
0,083 persen dari keseluruhan tingkat kontribusi retribusi yaitu 100 persen. 
Dimana 99,917 persen berasal dari kontribusi retribusi pelayanan kesehatan, 
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 
 Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan 
pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, reyribusi penyediaan dan/atau 
penyedotan kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, 
retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa, 
retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga, 
62 
 
 
 
retribusi tempat penjualan produk usaha daerah, retribusi ijin mendirikan 
bangunan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek. 
 
c. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Tahun 2018 
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD (2018)
=
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
Target Penerimaan PAD
𝑥 100% 
 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 Retribusi Parkir Terhadap PAD (2018) =
425,485,000,00
324,957,213,726,00
𝑥 100%         = 0,1309356992% 
 
Hasil perhitungan dari kontribusi retribusi parkir terhadap penerimaan PAD 
Kabupaten Boyolali untuk Tahun 2018 tingkat kontribusi retribusi parkir adalah 
0,130 persen dari keseluruhan tingkat kontribusi retribusi yaitu 100 persen. 
Dimana 99,87 persen berasal dari kontribusi retribusi pelayanan kesehatan, 
retribusi pelayanan persampahan/ke bersihan. 
 Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan 
pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, reyribusi penyediaan dan/atau 
penyedotan kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, 
retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa, 
retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga, 
retribusi tempat penjualan produk usaha daerah, retribusi ijin mendirikan 
bangunan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek. 
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4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1 Analisis Efektivitas Pajak Parkir di Kabupaten Boyolali 
Berdasarkan perhitungan menyatakan bahwa pajak parkir memiliki tingkat 
efektivitas sangat efektif pada tahun  2016, 2017 dan 2018. Secara keseluruhan 
tingkat efektivitas pajak parkir mengelami fluktuasi, selama periode pengamatan 
tahun 2016 sampai 2018. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 
semakin baik pengelolaan  parkir di Kabupaten Boyolali semakin baik pula tingkat 
efektivitas pajak parkir di Kabupaten Boyolali. 
Tingkat efektivitas pajak parkir terhadap pengelolaan parkir memiliki 
hubungan yang sangat efektif, sebab semakin sering melakukan pengawasan dalam 
bentuk sosialisasi turun langsung ke lapangan dengan pengawasan seperti mengenai 
teknik parkir, tata letak parkir, dan administrasi di masing-masing tempat hal ini 
dapat mempengaruhi tingkat efektifitas pajak parkir di Kabupaten Boyolali. Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian Pangau, Tinangon, dan Gamaliel (2019) 
Menunjukan tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Tomohon untuk tahun 2015-
2017 sudah mencapai dan melebihi target yang di tetapkan dengan kriteria sangat 
efektif.  
Tingkat efektivitas pajak parkir tersebut disebabkan oleh semakin 
banyaknya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban 
perpajakannya sehingga kesadaran dari wajib pajak menjadi lebih meningkat. 
Masyakat menjadi lebih  tau dan mengerti mengenai tugas dan kewajibanya untuk 
membayar pajak. 
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4.3.2 Analisis Efektivitas Retribusi Parkir di Kabupaten Boyolali 
Berdasarkan perhitungan menyatakan bahwa retribusi parkir memiliki 
tingkat efektivitas cukup efektif pada tahun 2016 serta memiliki tingkat efektivitas 
sangat efektif pada tahun 2017 dan 2018. Secara keseluruhan tingkat efektivitas 
retribusi parkir mengelami fluktuasi, selama periode pengamatan tahun 2016 
sampai 2018. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin 
baik pengelolaan  parkir di Kabupaten Boyolali semakin baik pula tingkat 
efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Boyolali. 
Tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap pengelolaan parkir memiliki 
hubungan yang sangat efektiv, sebab semakin sering melakukan pengawasan 
khususnya oleh pihak Dishub Kabupaten Boyolali dalam bentuk sosialisasi turun 
langsung ke lapangan dengan pengawasan seperti mengenai teknik parkir, tata letak 
parkir, dan administrasi di masing-masing tempat hal ini dapat mempengaruhi 
tingkat efektifitas retribusi parkir di Kabupaten Boyolali.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hayati (2016) Menunjukan 
tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan pada tahun 
2010 dan 2011 dapat di katakan sangat efektiv pada 2 tahun tersebut. Tetapi pada 
tahun 2012 efektivitas retribusi parkir tidak efektif. Pada tahun 2013 penerimaan 
retribusi parkir efektif dan mengalami kenaikan kembali. Kenaikan dan penurunan 
tersebut di pengaruhi oleh pertumbuhan penerimaan retribusi parkir yang tidak 
stabil dan mengalami naik turun secara tiba- tiba. 
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4.3.3 Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kabupaten Boyolali 
Berdasarkan perhitungan menyatakan bahwa pajak parkir menyumbangkan 
kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali pada setiap 
tahunnya. Meskipun belum banyak menyumbangkan kontribusi pajak dari sektor 
parkir, namun mengalami peningkatan setiap tahunnya.  
Hal ini dikarenakan kontribusi pajak tidak hanya berasal dari pajak parkir 
saja melainkan banyak sekali jenis pajak, di antaranya adalah berasal dari 
kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 
penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak 
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaaan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan faktor- faktor yang menyebabkan tidak 
optimalnya kontribusi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Boyolali adalah 
kurang optimalnya jumlah pajak parkir yang di bayarkan kepada pemerintah daerah 
serta masih banyaknya lahan, kawasan/ tempat parkir dimana pengelola parkirnya 
belum mendaftarkan diri atau bekerja sama kepada pemerintah daerah khususnya 
pihak Dishub Kabupaten Boyolali untuk melakukan pembayaran pajak parkir. Serta 
sebab lain adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentinya membayar 
pajak. 
Hasil penelitian ini di dukung penelitian  Pangau, Tinangon, dan Gamaliel 
(2019) Pajak parkir berkontribusi meski hanya kecil. Tingkat kontribusi 
penerimaan pajak parkir terhadap total penerimaan pajak daerah untuk tahun 2015 
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sampai 2017 mengalami fluktuasi setiap tahunnya meskipun belum signifikan. 
Faktor yang menyebabkan kurangnya fluktuasi secara signifikan dikarenakan 
pelaksanaan sosialisasi yang kurang obtimal kepada masyarakat tentang kewajiban 
perpajakan sehingga kesadaran dari wajib pajak menjadi lebih rendah. 
 Namun seiring berjalanya waktu dan menindak lanjuti dari permasalahan 
setiap tahunnya pemerintah lebih mengob timalkan lagi kegiatan soasialisasi 
kepada masyarakat. Agar mampu lebih meningkatkan kontribusi terhadap daerah.  
 
4.3.4 Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Kabupaten Boyolali 
Berdasarkan perhitungan menyatakan bahwa retribusi parkir 
menyumbangkan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Boyolali pada setiap tahunnya. Meskipun belum banyak menyumbangkan 
kontribusi retribusi dari sektor parkir, namun mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Hal ini di karenakan kontribusi retribusi tidak hanya berasal dari 
retribusi parkir saja.  
Melainkan banyak sekali jenis retribusi, di antaranya adalah berasal dari 
kontribusi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, 
retribusi pelayanan pasar. Retribusi  pengujian kendaraan bermotor, retribusi 
penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah, 
retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat 
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penginapan/pesangrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat 
rekreasi dan tempat olah raga. 
Retribusi tempat penjualan produk usaha daerah, retribusi ijin mendirikan 
bangunan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek. Dari hasil penelitian 
yang dilakukan factor- factor yang menyebabkan tidak optimalnya kontribusi 
penerimaan pajak parkir di Kabupaten Boyolali. Yakni kurang optimalnya jumlah 
retribusi parkir yang di bayarkan kepada pemerintah daerah khususnya kepada 
Dishub Kabupaten Boyolali. 
Serta masih banyaknya lahan, kawasan/ tempat parkir dimana pengelola 
parkirnya belum mendaftarkan diri atau bekerja sama kepada pemerintah daerah 
khususnya pihak Dishub Kabupaten Boyolali untuk melakukan pembayaran pajak 
parkir. Serta sebab lain adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan 
pentinya membayar pajak. 
Hasil penelitian ini di dukung penelitian Putri (2016) Kaontribusi retribusi 
dan banyaknya tindakan juru parkir liar yang merugikan pemerintah malang. 
terhadap Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini 
dikarenakan adanya pembaharuaan peraturan daerah mengenai peresmiaan 
kebijakan kenaikan tarif parkir. Selain itu kurangnya pembinaan dan pengawasan 
terhadap petugas parkir. Sehingga dapat menjadi kecurangan dalam pemungutan 
tarif retribusi parkir.  
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4.4  Bembahasan Hasil Wawancara 
4.4.1 Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir 
Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya 
suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan 
antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dapat 
disimbulkan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan atau 
kegagalan dalam mencapai hasil program dengan target yang ditetapkan, dimana 
makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya 
(Utami dan Endang Surasetyo Ningsih, 2018). 
 Menurut hasil perhitungan dan pengolahan data yang dilakukan peneliti 
untuk melihat efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali 
tahun 2016 sampai dengan 2018 menunjukan hasil  perhitungan menunjukan bahwa 
pajak parkir dan retribusi parkir sangat efektif terhadap peningkatan pendapatan asli 
daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016 sampai dengan 2018. Dilihat melalui 
wawancara yang di lakukan dengan Bapak Heru selaku UPTD Parkir di Dishub 
Kabupaten Boyolali tanggal 3 Desember 2019 berikut ini : 
 “… efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali 
sudah efektif. Hal ini dapat di lihat dari sudah tertibnya para pengelola parkir 
melakukan pembayaran baik itu pajak parkir maupun retribusi parkir kepada 
pemerintah Kabupaten Boyolali setiap bulanya” 
Selain melakukan wawancara dengan petinggi atau pengurus parkir di 
Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali peneliti juga melakukan 
wawancara dengan kordinator parkir, petugas lapangan, dan kordinator lapangan 
untuk mengali informasi lebih mendalam mengenai efektivitas pajak parkir dan 
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retribusi parkir. Apakah hasil perhitungan dan hasil wawancara memiliki kesamaan 
informasi. 
Wawancara dengan Bapak Rahyatin selaku kordinator parkir di Kabupaten 
Boyolali  yang berpangkat 3B pada 18 Februari 2020 berikut ini : 
“… efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali 
sudah efektif karena sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang di buat 
pemerintah. Hal ini dapat di lihat dari meningkatnya pendapatan pajak parkir dan 
retribusi parkir pada setiap tahunya.” 
Untuk melihat informasi dari narasumber lain peneliti melakukan 
wawancara dengan Bapak Andi Fajar selaku petugas lapangan pada Dishub 
Kabupaten Boyolali yang berpangkat 2D pada 19 Februari 2020 berikut ini : 
“… efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali 
sudah efektif sebab dilihat dari kinerja para petugas lapangan yang telah bertugas 
setiap harinya dengan baik, pembayaran tidak ada kendala oleh para pengelola 
parkir di setiap bulannya, serta usaha Dishub Kabupaten Boyolali untuk selalu 
meningkatkan kinerja dan usaha untuk mengefektifkan pendapatan retribusi parkir 
dan pajak parkir.” 
Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jaka Susanta 
selaku coordinator lapangan yang berpangkat 2D pada tanggal 19 Februari 2020 
untuk memperoleh informasi mengenai pajak dan retribusi parkir berikut ini : 
 “… efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali 
sudah efektif. Hal ini dilihat dari Dishub Kabuaten Boyolali yang bertugas sebagai 
koodinator lapangan sudah bertugas dengan baik dan bertugas sesuai dengan tugas 
dan aturan yang berlaku. Selain itu setiap tahunnya pemerintah kabupaten Boyolali 
selalu mentarger mengenai pajak parkir dan retribusi parkir. Oleh karenanya setiap 
tahunya Dishub Kabupaten Boyolali selalu berusa untuk mampu mencapai target.” 
 Wawancara yang di lakukan kepada Bapak Slamet selaku petugas lapangan 
di Dishub Kabupaten Boyolali yang berpangkat 2C pada tanggal 20 Februari 2020 
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untuk memperoleh informasi mengenai pajak parkir dan retribusi parkir berikut ini 
: 
 “… efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali 
sudah menunjukan efektif hal ini dilihat dari Dishub Kabupaten Boyolali selalu 
membuat agenda rutin melakukan sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat 
mengenai tata tertib dan perparkiran. Selain itu Dishub Kabupaten Boyolali selalu 
melakukan pengawasan lapangan setiap hari. Setiap kali ada pelanggaran atau 
keterlambatan pembayaran retribusi parkir dan pajak parkir pihak Dishub tidak 
tinggal diam dan berusaha mengatasi masalah dan kendala yang ada di lapangan." 
 
4.4.2  Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 sampai 2018 
Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah 
kegiatan yamg dilaksanaka (Handoko, 2013). Kontribusi yang dimaksud dapat 
diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak parkir dan 
retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi 
pajak dan retribusi parkir dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi 
penerimaan pajak dan parkir daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, 
semakin besar  hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak dan retribusi parkir 
terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan 
terlalu kecil berarti peranan pajak dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli 
Daerah juga kecil  (Utami dan Endang Surasetyo Ningsih, 2018). 
Menurut dari hasil perhitungan dan pengolahan data yang di lakukan oleh peneliti, 
pajak parkir dan retribusi parkir berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun periode 2016 sampai dengan 2018 meskipun hanya 
berkontribusi dalam skala kecil. Dilihat melalui wawancara yang di lakukan dengan 
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Bapak Heru selaku UPTD Parkir di Dishub Kabupaten Boyolali tanggal 3 
Desember 2019 untuk memperoleh informasi lebih mendalam berikut ini : 
 “… pajak parkir dan retribusi parkir telah berkontribusi terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali. Kalau di bilang tidak berkontribusi 
Bapak Heru merasa keberatan. Kalaupun berkontribusi tidak signifikan mungkin 
memang iya. Sebab Dishub Kabupaten Boyolali di target oleh pemerintah daerah 
pada setiap tahunnya. Sehingga setiap tahunnya Dishub Kabupaten Boyolali 
berusaha untuk selalu mencapai target yang telah di tentukan oleh pemerintah. Hal 
ini dapat di lihat dari laporan kepada pemerintah daerah di tahun 2018 untuk pajak 
dan retribusi parkir telah mencapai target.” 
Selain melakukan wawancara dengan petinggi atau pengurus parkir di 
Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali peneliti juga melakukan 
wawancara dengan kordinator parkir, petugas lapangan, dan kordinator lapangan 
untuk mengali informasi lebih mendalam mengenai kontribusi pajak parkir dan 
retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun periode 2016 sampai dengan 2018. Apakah hasil perhitungan dan hasil 
wawancara memiliki kesamaan informasi. 
Wawancara dengan Bapak Rahyatin selaku kordinator parkir di Kabupaten 
Boyolali  yang berpangkat 3B pada 18 Februari 2020 berikut ini : 
“… pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali telah 
berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali. 
Hal ini di lihat dari pihak Dishub Kabupaten Boyolali telah bekerja secara maksimal 
dan sesuai dengan peraturan yang telah di buat pemerintah. Selain itu pihak dishub 
Kabupaten Boyolali selalu mengusahakan peningkatan pendapatan pajak parkir dan 
retribusi parkir setiap tahunnya dengan cara melakukan penilaian, pembelajaran 
dan mengambil kesimpulan dari tahun – tahun sebelumnya sehingga kedepannya 
menjadi lebih baik lagi.” 
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Untuk melihat informasi dari narasumber lain peneliti melakukan 
wawancara dengan Bapak Andi Fajar selaku petugas lapangan pada Dishub 
Kabupaten Boyolali yang berpangkat 2D pada 19 Februari 2020 berikut ini : 
“… pajak parkir dan retribusi parkir berkontribusi terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali. Hal ini di karenakan kinerja Dishub 
Kabupaten Boyolali di rasa sudah baik telah sesuai tugas dan jabatanya masing-
masing, sesuai juga dengan peraturan pemerintah. Selain itu dalam pembayaran 
pajak parkir dan retribusi parkir sejauh ini berjalan dengan baik. Dari sisi lain setiap 
tahun pemerintah Kabupaten Boyolali selalu menaikan target pajak parkir dan 
retribusi parkir sehingga setiap tahunya pula Dishub Kabupaten Boyolali berusaha 
untuk selalu mencapai target.” 
Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jaka Susanta 
selaku koordinator lapangan yang berpangkat 2D pada tanggal 19 Februari 2020 
untuk memperoleh informasi mengenai kontribusi pajak dan retribusi parkir 
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali berikut ini : 
“… pajak parkir dan retribusi parkir telah berkontribusi terhadap 
peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali. Hal ini di tunjukan sebab 
salah satu komponen pajak dan retribusi daerah Kabupaten Boyolali adalah dari 
pajak parkir dan retribusi parkir. Hal lainya yaitu di mana pihak Dishub Kabupaten 
Boyolali selalu mengagendakan sosialisasi setiap minggunya kepada para juru 
parkir, pengelola parkir dan masyarakat tentang pentinya retribusi dan pajak parkir. 
Selain itu baginjuru parkir dan para pengelola parkir yang melangar aturan 
pemerintah seperti tidak mendaftarkan diri kepada pihak Dishub Kabupaten 
Boyolali dan para juru parkir kedapatan melakukan parkir liar akan di kenai 
pidana.”  
Wawancara yang di lakukan kepada Bapak Slamet selaku petugas lapangan 
di Dishub Kabupaten Boyolali yang berpangkat 2C pada tanggal 20 Februari 2020 
untuk memperoleh informasi mendalam mengenai kontribusi pajak parkir dan 
retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali 
berikut ini : 
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“… pajak parkir dan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali telah 
berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali. 
Hal ini di tunjukan dengan pada setiap tahunya perintah Kabupaten Boyolali selalu 
menaikan target sehingga pihak Dishub Kabupaten Boyolali harus berusaha 
mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah di tentukan. Selain itu dari 
hal lain pihak Dishub kabupaten Boyolali khususnya yang bertugas di lapangan 
selalu bekerja sesuai dengan agenda, tugas, kewajiban dan peraturan pemerintah 
sehingga lebih terarah dan terorganisir. Tak hanya itu tugas dari petugas lapangan 
setiap harinya selalu memantau, menjaga dan mengayomi para juru parkir sehingga 
mereka mampu bekerja dengan baik dan nantinya mampu mengusahakan 
melakukan kewajiban membayar pajak parkir dan retribusi parkir sesuai aturan dan 
tepat waktu.” 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan analisis efektivitas pajak parkir secara keseluruhan 
mengalami fluktuasi selama periode pengamatan tahun 2016 sampai 
dengan 2018. Dari hasil perhitungan menunjukan bahwa pajak parkir 
sangat efektif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten 
Boyolali tahun 2016 sampai dengan 2018. 
2. Berdasarkan analisis efektivitas retribusi parkir secara keseluruhan 
mengalami peningkatan selama peride pengamatan tahun 2016 sampai 
dengan 2018. Dari hasil perhitungan menunjukan bahwa retribusi parkir 
sangat efektif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten 
Boyolali tahun 2016 sampai dengan 2018. 
3. Berdasarkan analisis kontribusi pajak parkir secara keseluruhan mengalami 
peningkatan selama periode pengamatan tahun 2016 sampai dengan 2018.  
 
4. Berdasarkan analisis kontribusi retribusi parkir secara keseluruhan 
mengalami peningkatan selama periode pengamatan tahun 2016 sampai 
dengan 2018.  
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5.2  Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya menguji pajak parkir dan retribusi parkir dan 
kontribusinya terhadap PAD.  
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya dalam kurun waktu tiga 
tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018, sehingga tidak dapat menjadi 
obyek yang lebih luas. 
 
5.3  Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 
berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian ini dapat dijadikan referensi serta bahan pertimbangan peneliti 
selanjutnya untuk menguji pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir 
terhadap PAD. 
2. Bagi pemerintah Kabupaten Boyolali 
Pemerintah Kabupaten Boyolali mampu meningkatkan kemampuan 
pemerintah daerah, khususnya dalam pajak parkir dan retribusi parkir. 
Agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat melalui penggalian 
potensi daerah dengan menambah ruang parkir di sektor public, seperti 
tempat rekreasi, rumah sakit, serta kawasan swalayan dan bank di daerah 
Kabupaten Boyolali. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
N
o 
 
Bulan September 
2019 
Oktober 
2019 
November 
2019 
Desember 
2019 
Januari 
2020 
Februari 
2020 
Maret 
2020 
Kegiatan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Penyusunan 
Proposal 
X X X X X                         
2. Konsultasi      X                        
3. Revisi 
Proposal 
      X X X                     
4. Pengumpula
n Data 
     X X X X                     
5. Analisis 
Data 
         X X X X X X               
6. Penulisan 
Akhir 
               X X X X X          
7.  Pendaftaran  
Munaqosa 
                    X         
8. Revisi 
Munaqosa 
                     X X X X     
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Lampiran 2 
Descriptive Statistics 
 
 
N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 
Deviation 
Variance Skewness Kurtosis 
Statis
tic 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statisti
c 
Std. Error Statistic Std. 
Error 
Tahun 3 2 2016 2018 6051 2017.00 .577 1.000 1.000 .000 1.225 . . 
RetribusiPa
rkir 
3 223565000
00 
20192000000 425485000
00 
94951500000 31650500000
.00 
6459847605.
272 
11188784261
.483 
125188893250
000000000.000 
-.225 1.225 . . 
RetribusiD
aerah 
3 133598300
100 
14753885679
00 
160898686
8000 
45743226884
00 
15247742294
66.67 
42315541632
.202 
73292668056
.771 
537181519087
9963000000.00
0 
1.655 1.225 . . 
PajakParkir 
3 760098510
00 
13322493200
0 
209234783
000 
53042066100
0 
17680688700
0.00 
22639818435
.610 
39213315804
.611 
153768413639
2161000000.00
0 
-1.176 1.225 . . 
PajakDaera
h 
3 500681573
0500 
84362391724
00 
134430549
02900 
32218204113
300 
10739401371
100.00 
14591488295
93.441 
25273199086
60.501 
638734592071
172300000000
0.000 
.695 1.225 . . 
PAD 
3 957048651
6000 
29231003222
600 
388014897
38600 
10052821433
3800 
33509404777
933.33 
28088680147
53.784 
48651021133
08.681 
236692185729
205900000000
00.000 
.897 1.225 . . 
Valid N 
(listwise) 
3 
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Lampiran 3 Tabulasi Data 
 
 
Data Retribusi Parkir, Pajak Parkir, Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  
 
Boyolali Tahun 2016-2018 
 
 
 
Tahun Retribusi Parkir (Rp) Retribusi Daerah (Rp) Pajak Parkir (Rp) Pajak Daerah (Rp) PAD (Rp) 
2016 201,920,000,00 14,899,472,525,00 1,332,249,320,00 84,362,391,724,00 292,310,032,226,00 
2017 322,110,000,00 14,753,885,679,00 1,879,609,460,00 103,389,100,380,00 388,014,897,386,00 
2018 425,485,000,00 16,089,868,680,00 2,092,347,830,00 134,430,549,029,00 324,957,213,726,00 
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Lampiran 4 
WAWANCARA DENGAN JURU PARKIR 
Nama : Mas Edo 
Umur : 26 Tahun 
Alamat : Baki Mojosongo Boyolali 
Tanggal : 3 Desember 2019 
Pukul : 15:20 WIB 
Jabatan : Sebagai Ketua Juru Parkir Wisata Indokilo Boyolali 
 
 
Pewawancara : “ Assallamualaikum, maaf menganggu waktunya mas. 
Perkenalkan nama saya ika novita ayu  mahasiswi dari IAIN 
Surakarta, ingin mewawancarai mas seputar perparkiran untuk 
saya jadikan sumber penelitian skripsi saya yang berjudul 
kontribusi dan efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir dalam 
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meningkatakan pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali. 
Apakah mas berkenan menjadi narasumber saya?” 
Narasumber  : “ Waallaikum salam mbak, oh ya tentu saja saya berkenan. 
Nama saya Edo dan kebetulan saya sebagai ketua juru parkir di 
wisata Indrokilo ini mbak” 
Pewawancara : “ Menurut mas retribusi dan pajak pakir itu apa?” 
Narasumber : “ Sebenarya disini itu kalo dikatakan sebagai kategori pajak itu 
tidak ya, saya itu model nya setor ke BKD itu retribusi saja. 
Dulu kan kalau parkir dilihat dari kupon parkir berapa karcis 
yang dikeluarkan nanti 20% masuk retribusi parkir, tapi 
kebijakan itu sudah dirubah dari perhub dan peraturan Bupati, 
itu sekarang sistemnya target. Jadi gini sistemnya kaya lelang 
gitu. Jadi satu bulan itu bisa setor ke BKD Rp. 1.500.000,- itu 
bisa ngak seperti itu. Seandainya bisa ya kita jalankan apabila 
lebih dari itu ya nanti jadi keuntungan kita. 
Pewawancara : “ Pernah ada sosialisasi dari Dishub ngak mas?” 
Narasumber : “ Kalau Dishub itu kan mitra saya mbak, saya sebagai ketua 
juru parkir di sini berhubungan setiap minggu ada komunikasi. 
Semisal ada efen pemerintah Dishub yang menghubungi saya 
untuk pemberitahuan ada acara ini tolong dibantu. Setiap bulan 
saya setoran di sana” 
Pewawancara : “ Kapan biasanya mas melakukan pembayaran?” 
Narasumber : “ Setiap bulanya mbak” 
Pewawancara : “ Sistem pembayaranya seperti apa mas?” 
Narasumber : “ Sementara ini kan 3 bulan kedepan belum ada targetnya 
mbak, dan juga tempatnya baru dibuka. Sehingga belum di 
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target berapa gitu kan belum. Baru mulai bulan Januari besok 
ditarget + kontrak perjanjian kerjanya mbak” 
Pewawancara : “ Dari pihak Dishub pengawasanya dalam bentuk apa saja 
mas?” 
Narasumber : “ Pengawasanya dari bentuk pertama seperti seragam juga 
harus berseragam semua pakai rompi warna orain, kalo 
pengawasan paling cuman mengecek kegiatan dan pengarahan 
letak parkir yang menurut aturan” 
Pewawancara : “ Apabila telat atau tidak melakukan pembayaran apakah ada 
denda atau sangsi tertentu mas?” 
Narasumber : “ Kalau lupa ya enggak mbak karena sudah kewajiban, kalau 
denda ya ada. Tapi selama ini saya belum pernah kedenda juga” 
Pewawancara : “ Untuk jadi juru parkir syarat-syarat nya apa saja mas?” 
Narasumber : “ Ya syarat-syaratnya dulu waktu saya pengalaman di sini, ya 
saya orang di sini mengatasnamakan paguyuban atau AMBB 
(Asiliasi Militan Butuh Bersatu) dan ada keuangan-keuangan 
lah, syaratnya cuman kita diminta 1 foto coppy KTP semua 
anggota sama ngisi formulir perjanjian kontrak saja mbak” 
Pewawancara : “ Cara daftarnya seperti apa mas?” 
Narasumber : “ Kepihak kantor Dishub mendaftar dengan syarat tersebut dan 
kontrak setiap tahun harus memperbaharui terus mbak” 
Pewawancara : “ Berarti sekarang mas telah benar-benar menjadi anggota juru 
parkir di Kabupaten Boyolali?” 
Narasumber : “ Iya, pengelola sini lah mbak” 
Pewawancar : “ Isi kontraknya apa saja mas?” 
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Narasumber : “ Memperbaharui kontrak setiap tahun dan administrasi mbak” 
Pewawancara : “ Harapan mas kedepannya mengenai retribusi parkir dan 
perparkiran di Kabupaten Boyolali, serta harapan mas kepada 
masyarakat dan dinas terkait bagaimana?” 
Narasumber : “ Ya, harapan saya mbak ya di maksimalkan semaksimal 
mungkin dari segi fasilitas contohnya kaya seragam dan atribut 
parkir. Dulu atribut di kasih dari daerah, tapi sekarang sudah 
enggak harus bikin sendiri pake uang sendiri mbak” 
   
  
88 
 
 
 
 
Lampiran 5 
WAWANCARA DENGAN DISHUB KABUPATEN BOYOLALI 
Nama : Bapak Heri 
Umur : 46 Tahun 
Alamat : Boyolali 
Tanggal : 3 Desember 2019 
Pukul : 14:00 WIB 
Jabatan : UPTD Parkir 
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Pewawancara : “ Apa perbedaan pajak dengan retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Retribuasi itu dibayar setelah memakai jasanya. Contohnya 
anda parkir mbak balas jasanya membayar retribusi. Retribusi itu 
nanti dibayarkan ke Dishub oleh pengelola parkir setiap bulan. 
Juru parkir memungut dari pengguna jasa  (tepi jalan)on the 
stread dan off the stread (di luar jalan atau bukan tepi jalan) kalau 
di luar nanti membayarnya retribusi tapi kalau anda ke luwes, 
mol-mol gitu bukan membayar parkir tapi nanti pengelola sana 
kena pajak, jadi pajak itu bukan ke Dishub tapi ke Badan 
Keuangan Daerah (BKD)” 
Pewawancara : “Bagaimana cara menghitung retribusi parkir dan berapa persen 
yang harus di bayarkan ke Dishub pak?” 
Narasumber : “ Retribusi sekarang baru 20% akan mengusahakan 30% pada 
tahun 2020, dimana 30% untuk setor ke daerah dan 70% ke 
pemilik pengelola dibagi kemanajemennya” 
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Pewawancara : “ Apakah juru parkir liar merugikan Kabupaten Boyolali, 
khususnya dari retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Jelas” 
Pewawancara : “ Apakah untuk menjadi seorang juru parkir harus memiliki 
syarat tertentu pak?” 
Narasumber : “ Ada, jadi gini ada potensi parkir ada yang sudah dikelola ada 
yang belum. Contohnya munculnya toko-toko itu kan disana 
mempunyai potensi baru. Nah ini yang terus kita kejar kalau 
sudah kerja sama dengan kita berarti sudah masuk PAD nah yang 
belum ini yang mau kita intensifkan. Ketika ada parkir-parkir dan 
ternyata belum membayar masuk ke PAD nanti kita pendekatan 
ke pengelola. Yang dimaksud nanti pengelola si tukang parkir 
mengajukan ke kita. Syaratnya nanti mengisi formulir di setujui 
oleh pemangku wilayah setempat. Seperti foto coppy KTP, 
mengisi data diri. Serta nanti bos dari juru parkir siapa 
pengelolanya siapa dan nanti pengelola membawai tukang 
parkir. Kerja samanya pengelola ke kita bukan tukang parkirnya. 
(tukang parkir punya atasan namanya pengelola, nah pengelola 
yang berkerja sama dengan kita)” 
Pewawancara : “ Kapan harus membayar retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Perbulan, contohnya pada bulan Januari nah nanti bayarnya 
pada akhir Januari mbak” 
Pewawancara : “ Cara membayarnya bagaimana pak, menggunakan system 
apa?” 
Narasumber : “ Retribusi parkir di setorkan ke Dishub, tapu jika pajak 
mekanismenya sudah lain mbak, itu dia bayar ke BKD. Sistem 
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membayarnya nanti langsung datang saja ke kantor Dishub, 
kalau tidak sempat bisa di transfer atau nanti pihak Dishub yang 
meminta ke lapangan” 
Pewawancara : “ Apakah ada surat perjanjiannya pak?” 
Narasumber : “ Iya tentu, ada surat perintah. Contoh atas nama mbak Ika 
mengajukan titik parkir di dekat pasar Penging nanti anda diberi 
surat perintah setelah ada ferifikasi di sini tentunya ada 
potensinya di sana berapa setelah kita hitung, oh mbak Ika 
berwenang untuk menarik sekian juta itu nanti yang menentukan 
tim kami setelah ada perhitungan parkirnya ada formulasinya” 
Pewawancara : “ Apakah jika telat membayar atau tidak membayar ada di kenai 
denda pak?” 
Narasumber : “ Terkena sangsi berupa 2%, kaya denda tapi untuk saat ini 
untuk rutin saja kita udah Alhamdulillah mbak” 
Pewawancara : “ Apakah selama ini pernah ada yang kena denda pak?” 
Narasumber : “ Selama ini kita belum, Alhamdulillah jalanya lancar mbak” 
Pewawancara : “ Bagaimana cara bapak menangani juru parkir liar?” 
Narasumber : “ Kita berkoordinasi dengan tukang parkir yang dimaksud 
bahwa praktik parkir liar bisa kena pidana. Kita memberikan 
sosialisasi penjelasan pada akhirnya nanti yang bersangkutan 
mau kerja sama dengan kita, kita pastikan mau kerja sama, 
sehingga parkir yang di maksud bukan liar lagi. Sudah bayar 
PAD” 
Pewawancara : “ Apakah sudah pernah melakukan sosialisasi terhadap juru 
parkir pak?” 
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Narasumber : “ tentu saja sudah, kita sosialisasi keliling lapangan langsung. 
Face to face, jadi tukang parkir mungkin  sangat  sibuk ya. 
Meninggalkan jam kerjanya itu untuk di tinggalan sulit. Jadi kita 
yang keliling melakukan sosialisasi” 
Pewawancara : “ Berapa jumlah anggota juru parkir di Kabupaten Boyolali 
sekarang?” 
Narasumber : “ Sekitar 215 orang” 
Pewawancara : “ Menurut berita yang saya baca di blog jateng. Pihak Dishub 
akan meningkatkan retribusi melalui retribusi parkir. Nah itu 
nanti dengan cara  apa pak?” 
Narasumber : “ Iya, memang benar mbak. Dalam usaha meningkatkannya, 
pihak Dishub sudah punya catatan parkir-parkir mana yang 
belum berijin dengan kita dan itu yang akan kita garap di tahun 
2020” 
Pewawancara : “ Apakah sudah melakukan pengawasan terhadap juru parkir 
di Kabupaten Boyolali. Dan pengawannya dalam bentuk apa 
saja pak?” 
Narasumber : “ Pengawasannya berkala. Keliling mengenai teknik parkir, 
tata letak parkir, dan administrasi di masing-masing tempat. 
Serta nanti kita secara berkala ke kantung-kantung parkir yang 
di maksud tentunya kita juga ada WA Grup di situ nanti yang 
akan maksimalkan untuk informasi perparkiran” 
Pewawancara : “ Apakah pernah terjadi kendala pembayaran di Kabupaten 
Boyolali pak, dan cara mengatasinya seperti apa?” 
Narasumber : “ Rajin berkunjung ketempat, karena kalo janjian di kantor 
agak sulit memang” 
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Pewawancara : “ Kapan dari pihak Dishub biasanya melakukan pengawasan 
pak?” 
Narasumber : “ Setiap minggu, namun kalau biasanya ada aduan dari 
masyarakat itu yang kami prioritaskan. Misalnya tata parkir di 
daerah A menyalahi aturan menggunakan badan jalan terlalu 
ketengah, hal itu pendekatan kita. Trotoar di pakai full itu 
menjadi pengawasan kita” 
Pewawancara : “ Apakah retribusi parkir berkontribusi terhadap pendapatan 
daerah?” 
Narasumber : “ IYa jelas, tetap berkontribusi. Kalau dibilang tidak 
berkontribusi saya keberatan. Tapi kalau berkontribusi tidak 
signifikan mungkin, karena kita di target mbak. Target kita 
segitu yaudah kita sesuai target. Targetnya missal 600 juta 
yaudah kita 600 juta. Masalah itu dianggap berkontribusi atau 
tidak. Kalau tidak berkontribusi, terus terang saya keberatan. 
Karena saya sudah berkontribusi, entah apa yang berkontribusi 
yang kita berikan yang 100% yang di targetkan itu mau 
dianggap tidak signifikan itu opini yang berkembang tp yang 
jelas tahun 2018 targetnya terpenuhi” 
Pewawancara : “ Berita yang saya baca dari berita Jateng, bahwa belum semua 
retribusi parkir yang di bayarkan kepada pemerintah. Apakah 
benar pak?”  
Narasumber  : “ Betul, Potensi mungkin kemarin baru 20 % dan targetdi 2020 
yang ada loss 10% itu akan di tarik di tahun 2020. Mungkin 
yang di maksud bapak waktu itu, potensi yang di PAD sama 
yang di pengelola itu lebih banyak ke pengelola. Memang 
lenbih banyak tapi hanya presentasenya aja yang berbeda. 
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Mungkin kemarin 20%-80%. Ini akan di usahakan 30%-70% 
dalam hitungan kita 30% itu sudah aman.yang 70% itu untuk 
mereka untuk tukang parkir dan pengelola, mohon maaf kadang 
untuk Rt setempat untuk wilayahnya kadang-kadang minta 
kompensasi. Jadi yang di maksud dulu itu belum  obtimal 
kemaren 20% belum 30% dan kita akan mengusahakan yang itu 
kurang lebih 30%” 
Pewawancara : “ Usaha apa yang bapak lakukan untuk meningkatkan nya 
pak?” 
Narasumber : “ Ya, dengan 30% itu sementara akan kita maksimalkan 
semaksimal mungkin” 
Pewawancara : “ Apa saja tugas Dishub mengenai mengenai hal parkir di 
Kabupaten Boyolali” 
Narasumber : “ Mungkin cerita mengenai Nonklatur saya ya mbak. Jadi 
begini parkir itu di kelola oleh Dishub, Dishub turun ke noklatur 
ke bidang. Bidang ada bidang pengambangan dan keselamata 
(PENGKES). Nah PENGKES turun ke seksi keselamatan 
dimana di seksi keselamatan yang pertama ada POPP 
(pengawasan operasional dan pengawasan pelanggaran). 
Noklatur parkir itu yang paling bawah. Tapi sebetulnya itu porsi 
energy yang paling besar. POPPP yang di maksuditu termasuk 
pengawalan, pengawasan jalur ( missal ada even apa harus 
steril), keliling patroli, penindakan pelanggaran seperti kalau 
ada truk kelebihan muatan, truk habis KIR itu porsinya yang 
menangani parkir, terus parkir sendiri jadi bukan hanya parkir 
saja" 
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Pewawancara : “ Kalau penitipan sepeda motor itu masuk parkir  atau retribusi 
pak?” 
Narasumber : “ Perda sepeda motor ada 2, yang pertama tentang retribusi jasa 
usaha. Jadi tidak berdiri sendiri tapi masuk ke retribusi umum. 
Jadi parkir tempat khusus itu masuk jasa usaha, terus  untuk 
yang tepi jalan umum, itu masuk jasa umum. Perinsipnya parkir 
ada dua yaitu jasa usaha dan jasa umum. Disini sudah jelas ada 
tariff regular dan incidental. Kalo regular itu di tepi jalan setiap 
hari namun kalau insidetal itu parkir pada tontonan atau acara 
besar” 
Pewawancara : “ Bagaiaman kalau yang di laporkan atau di bayarkan berbeda 
dengan yang di lapangan pak?” 
Narasumber : “ Kan nanti ada yang memonitoring ke lapangan mbak, 
mancari bukti. Jadi jika ada tindakan kecurangan bisa di 
laporkan” 
Pewawancara : “ Apa harapan bapak kepada juru parkir atau masyarakat 
mengenai retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Harapan saya masyarakat Boyolali atau yang datang ke 
Boyolali terlayani masalah parkir dengan baik dan nyaman. 
Yang kedua juru parkire sejahtera dengan parkir. Yang ketiga 
parkir di Kabupaten Boyolali memiliki kontribusi yang 
signifikan terhadap PAD. Itu saja mbak” 
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Lampiran 6 
WAWANCARA DENGAN DISHUB KABUPATEN BOYOLALI 
Nama  : Bapak Rahyatin 
Umur  : 52 Tahun 
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 15 Mei 1968 
Pendidikan Terahir : SMA 
Jabatan : Koordinator Parkir 
Pangkat : 3B 
Tanggal Wawancara : 18 Februari 2020 
Pukul : 14:00 
 
 
Pewawancara : “ Apakah perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir pak?” 
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Narasumber : “ Ya, tentu saja beda mbak. Pajak itu adalah suatu kewajiban 
sedangkan retriusi parkir itu memperoleh pelayanan atau jasa 
lantas kita memberikan mbalan seperti itu mbak.” 
Pewawancara : “Berapa persen yang harus di bayarkan dan bagaimana cara 
menghitungnya pak?” 
Narasumber : “ Cara menghitunya semua perolehan retribusi parkir 
dikalikan dengan 20% mbak, tapi rencana tahun 2020 akan 
dinaikan menjadi 30% mbak” 
Pewawancara : “ Apakah untuk menjadi juru parkir harus memiliki syarat 
tertentu pak?” 
Narasumber : “ Iya, tentu saja ada syaratnya itu penting mbak” 
Pewawancara : “ Cara membayar retribusi parkirnya bagaimana pak?” 
Narasumber : “ Langsung dating ke kantor Dishub saja mbak” 
Pewawancara : “ Cara memdaftar sebagai juru parkir seperti apa, syaratnya 
apa saja dan bagaimana alurnya pak?” 
Narasumber : “ Langsung dating saja ke kantor Dishub dengan membawa 
syarat-syarat seperti KTP, FC KK, dan pas foto 2x4 terbaru 
mbak, terus nanti mengisi formulir pendaftaran” 
Pewawancara : “  Berapa jumlah anggota juru parkir di Kabupaten Boyolali 
pak?” 
Narasumber : “ Sekitar 215 orang mbak” 
Pewawancara  : “ Apakah sudah pernah melakukan sosialisasi terhadap 
juruparkir pak?” 
Narasumber : “ Tentu saja mbak sosialisasi dilakukan setiap minggu” 
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Pewawancara : “Apa saja tugas Dishub mengenai hal parkir di Kabupaten 
Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Tentu banyak sekali mbak, utamanya tentang perparkiran 
dan tatakelolanya agar tertib, lancer dan aman mbak” 
Pewawancara : “ Apakah sudah melakukan tuganya dengan baik pak?” 
Narasumber : “ Insyaallah sudah mbak saya rasa” 
Pewawancara : “ Apakah sudah melakukan ngawasan terhadap juru parkir di 
Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Tentu mbak, kita Dishub di Kabupaten Boyolali melakukan 
pengawasan setiap hari oleh para petugas lapangan tentunya” 
Pewawancara : “ Apa saja usaha atau wujud pengawasanya pak?” 
Narasumber : “ Banyak sekali mbak, salah satunya memberikan 
pembelajaran bagi juru parkir saat bertugas” 
Pewawancara : “ Apakah pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali 
mengalami peningkatan pak, apa penyebanya?” 
Narasumber : “ Insyaallah diusahakan selalu meningkat mbak, karena setiap 
tahun pasti ada penilaian atau pembelajaran dari tahun – tahun 
sebelumnya” 
Pewawancara : “ Apa pendapat bapak mengenai juru parkir liar?” 
Narasumber : “ Sangat merugikan pemerintah mbak, khusus Kabupaten 
Boyolali” 
Pewawancara : “ Apakah juru parkir liar merugikan pemerintah, khususnya 
di Kabupaten Boyolali pak dan bagaimana cara mengatasinya 
pak ?” 
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Narasumber : “ Tentu saja merugikan mbak, makanya setiap minggu 
dadakan sosisalisasi mengenai pidana parkir liar juga mbak” 
Pewawancara : “ Apakah pernah terjadi kendala pembayaran dari juru parkir 
di Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Alhamdulillah untuk kemarin dan saat ini tidak mbak” 
Pewawancara : “ Apa saja usaha Dishub Kabupaten Boyolali dalam 
memaksimalkan pendapatan daerah dari sector retribusi 
khususnya retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Dengan cara bekerja sama dengan pengelola parkir agar 
mau bekerjasama dengan pihak Dishub Kabupaten Boyolali 
mbak” 
Pewawancara : “ Apakah sering terjadi pelanggaran atau penyelewengan 
dari juru parkir pak?” 
Narasumber : “ Alhamdulillah saat ini belum sih mbak ya mugkin karena 
sering di lakukan pengawasan mungkin” 
Pewawancara : “ Apakah sudah efektif dalam pemungutan retribusi parkir 
terhadap juru parkir di Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Untuk efektifnya insyaalllah sudah mbak, sudah sesuai 
dengan aturan dan ketentuan” 
Pewawancara : “ Apakah retribusi parkir berkontribusi terhadap pendapatan 
daerah pak?” 
Narasumber  : “ Ya, tentu saja berkontribusi mbak” 
Pewawancara : “ Apa saja harapan bapak kepada juru parkir atau masyarakat 
mengebai retribusi parkir pak?” 
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Narasumber : “ Harapan saya, Boyolali menjadi kota yang tertib 
membayar retribusi agar tercipta keamanan , kedamaian, 
kesejahteraan dan sehingga lebih meningkat lagi dari sector 
retribusi parkir mbak “  
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Lampiran 7 
WAWANCARA DENGAN DISHUB KABUPATEN BOYOLALI 
Nama  : Andi Fajar 
Umur  : 29 Tahun 
Tempat Tanggal Lahir  : Boyolali, 4 Agustus 1991 
Jabatan  : Petugas Lapangan 
Pendidikan Terahir : SMA 
Pangkat  : 2D 
Tanggal Wawancara  : 19 Februari 2020 
Pukul : 14:00 
 
 
102 
 
 
 
Pewawancara : “ Apakah perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “Menurut saya retribusi itu dibayarkan karena kita di berikan 
pelayanan dari pemerintah sedangkan pajak parkir adalah 
suatu wujud dari kewajiban mbak” 
Pewawancara : “ Bagaimana cara menghitung retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Caranya semua total pendapatan dikalikan 20% itu nanti 
yang di bayarkan mbak” 
Pewawancara : “ Berapa persen yang harus dibayarkan untuk retribusi parkir 
pak?” 
Narasumber  : “ Kalau sekarang baru 20% rencananya 2020 30% mbak “ 
Pewawancara : “ Kapan harus membayar retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Biasanya setiap awal bulan mbak” 
Pewawancara : “ Cara membayarnya bagaimana pak?” 
Narasumber : “ Ya langsung saja dating ke kantor Dishub Kabupaten 
Boyolali mbak” 
Pewawancara : “ Cara mendaftar untuk menjadi juru parkir, daftarnya 
bagaimana dan prosesnya nanti seperti apa pak?” 
Narasumber : “ Cukup dating ke kantor Dishub, membawa syarat-
syaratnya seperti KTP, FC KK, pas foto terbaru serta mengisi 
formulir pendaftaran saja mbak” 
Pewawancara : “ Berapa jumlah anggota juru parkir di Kabupaten Boyolali 
pak?” 
Narasumber : “ Kurang lebih sekitar 200 san mbak” 
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Pewawancara : “ Apakah sudah pernah melakukan sosialisasi terhadap juru 
parkir pak?” 
Narasumber : “ Selalu mbak, setiap minggu digenjot melakukan sosialisasi 
mbak “ 
Pewawancara : “ Apa saja tugas Dishub mengenai hal parkir di Kabupaten 
Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Banyak sekali, sesuai dengan jabatan dan bidangnya mbak. 
Missal bagian lapangan yang setiap hari keliling untuk 
menjaga dan mengamankan lapangan mbak” 
Pewawancara : “ Apakah sudah melakukan tugasnya dengan baik pak?” 
Narasumber : “ Yang menilai mungkin masyarakat mbak. Kalau saya 
merasa sudah tidak tau dengan pendapat masyarakat” 
Pewawancara : “ Apakah sudah melakukan pengawasan terhadap juru parkir 
di Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Pengawasan dilakukan setiap hari mbak oleh para petugas 
lapangan tentunya” 
Pewawancara : “ Apa saja wujud pengawasannya pak?” 
Narasumber : “ Pengawasanya banyak sekali mbak, seperti pengawasan 
lalu lintas, pengawsan tempat parkir, pengawsan tempat 
wisata dan lain-lain mbak” 
Pewawancara : “ Apakah pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali 
mengalami peningkatan setiap tahunya pak?” 
Narasumber : “ Mungkin ya mbak, saya kurang tau” 
Pewawancara : “ Apa sebanya pak mengalami peningkatan?” 
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Narasumber : “ Peningkatan itu karena setiap tahun target dari pemerintah 
di naikan mbak” 
Pewawancara : “ Apakah pendapat bapak mengenai juru parkir liar?” 
Narasumber : “ Sangat merugikan sekali” 
Pewawancara : “ Apakah juru parkir liar merugikan pemerintah Kabupaten 
Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Ya jelas sekali itu mbak” 
Pewawancara : “ Bagaimana cara mengani juru parkir liar pak?” 
Narasumber : “ Menindak tegas para juru parkir liar, melakukan 
pengawasan dan sosialisasi mbak tentunya” 
Pewawancara : “ Apakah pernah terjadi kendala pembayaran dari juru parkir 
di Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Alhamdulillah sejauh ini sih belum mbak” 
Pewawancara : “ Bagaimana cara Dishub mengatasi kendala di dalam 
pembayaran tersebut pak?” 
Narasumber : “ Dengan pungutan langsung mendatangi ke lapangan mbak 
kalau sudah melebihi batas tangal pembayaran” 
Pewawancara : “ Apa saja usaha Dishub dalam memaksimalkan pendapatan 
daerah dari sector retribusi khususnya retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ memaksimalkan potensi pajak dan retribusi parkir parkir 
mbak seperti, denfgan pengelolaan parkir yang belum bekerja 
sama dengan Dishub Kabupaten Boyolali di genjot lagi agar 
mau berkerja sama mbak “ 
Peawawancara : “ Apakah sering terjadi pelanggaran dari juru parkir pak?” 
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Narasumber  : “ Alhamdulillah saat ini belum ada mbak” 
Pewawancara : “ Bagaimana dinas perhubungan cara mengatasi masalah 
tersebut pak?” 
Narasumber : “ Caranya itu tadi mbak, dengan menindak tegas bias kena 
pidana” 
Pewawancara : “ Apakah sudah efektif pemungutan retribusi parkir di 
Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Saya rasa sudah mbak” 
Pewawancara : “ Apakah retribusi parkir berkontribusi terhadap pendapatan 
daerah pak?” 
Narasumber : “ Oh ya tentu saja jelas berkontribusi mbak” 
Peawawancara : “ Apa saja harapan bapak kepada juru parkir dan masyarakat 
Kabupaten Boyolali mengenai retribusi parkir pak?” 
Narasumber  : “ Harapan saya ya, semoga lebih baik lagi untuk 
pembayarannya, lebih baik lagin kinerja Dishub dalam segala 
bidang dan untuk masyarakat memiliki kesadaran atas jasa 
yang sudah di nikmati dan membayar retribusi itu saja mbak” 
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Lampiran 8 
WAWANCARA DENGAN DISHUB KABUPATEN BOYOLALI 
Nama : Jaka Susanto 
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 10 Desember 1972 
Jabatan  : Kordinator Lapangan 
Pendidikan Terahir  : SMA 
Pangkat  : 2D 
Tanggal Wawancara  : 19 Februari 2020 
Puku  : 09:00 
 
 
Pewawancara : “ Apa perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir pak?” 
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Narasumber : “ Tentu saja beda mbak, kalau pajak parkir itu yang membayar 
adalah pemilik fasilitas hiburan, sedangkan kalau retribusi 
parkir yang membayar adalah penerima jasa yang telah di 
berikan oleh pemerintah daerah mbak” 
Pewawancara : “ Bagaimana cara menghitung retribusi pakir pak?” 
Narasumber : “ Dengan mengalikan berapa total pendapatan parkir di kali 
dengan 20% mbak “ 
Pewawancara  : “ Berapa persen yang harus di bayarkan untuk retribusi parkir 
pak?” 
Narasumber  : “ Ya itu tadi mbak, 20 % untuk saat ni sedang berjalan namun 
untuk tahun 2020 di angarkan atau di rencanakan naik menjadi 
30 % mbak karena di rasa kurang efektif” 
Pewawancara : “ Kapan harus membayar retribusi parkirnya pak?” 
Narasumber  : “ Pada saat awal bulan biasanya mbak” 
Pewawancara : “ Bagaimana cara membayar retribusi parkir nya pak?” 
Narasumber : “ Tinggal dating langsung ke Kartor Dishub Kabupaten 
Boyolali mbak” 
Pewawancara : “  Apakah untuk menjadi juru parkir harus memiliki syarat 
tertentu, cara mendaftar dan alurnya seperti apa pak?” 
Narasumber : “ Syarat tertentu tidak, ya hanya membawa KTP, FC KK dan 
mengisi formulir pendaftaran saja mbak”  
Pewawancara : “ Berapa jumlah anggota juru parkir di Kabupaten Boyolali 
pak?” 
Narasumber : “ Untuk saat ini sekitar 200 san mbak” 
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Pewawancara : “ Apakah sudah pernah melakukan sosialisasi terhadap juru 
parkir di Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Ya, tentu saja sering mbak karena sudah menjadi angenda 
setiap minggunya” 
Peawancara : “ Apa saja tugas Dishub mengenai hal parkir di Kabupaten 
Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Tentunya banyak sekali ya mbak, salah satunya mengawasi 
para juru parkir dalam bekerja, menertibkan penjual di pingir 
jalan, memberikan pengarahan bagaimana cara parkir yang 
benar dan masih banyak lagi mbak” 
Peawawancara : “ Apakah sudah melakukan tugasnya dengan baik pak?” 
Narasumber : “ Kalau berdasarkan tugas dan kewajiban saya, saya merasa 
sudah melakukannya dengan baik mbak karena sudah 
pekerjaan saya” 
Peawawancara : “ Apakah sudah melakukan pengawasan terhadap juru parkir 
di Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Tentunya sudah ya mbak, kan setiap hari ada petugas yang 
bertugas terjun langsung kelapangan tidak hanya beerja di 
kantor saja” 
Pewawancara : “ Apa saja wujud pengawasannya pak?” 
Narasumber : “ tentunya seperti pengawsan cara parkir dan masih banyak 
lagi mbak” 
Peawawancara : “ Apakah pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Boyolali 
mengalami peningkatan setiap tahunnya pak ?” 
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Narasumber : “ Ya, tentu saja mbak di Kabupaten Boyolali setiap tahunya 
selalu di target oleh pemerintah pastinya juga mengalami 
peningkatan” 
Peawawancara : “ Apa pendapat bapak mengenai juru parkir liar?” 
Narasumber : “ Satu mbak, merugikan “ 
Peawawancara  : “ Apakah juru parkir liar merugikan pemerintah Kabupaten 
Boyolali khususnya dari sector retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Tentu mbak, tentu sangat merugikan pemerintah. Sebab 
dengan adanya juru parkir liar taka da yang disetorkan kepada 
pemerintah. Keuntunganya di gunakan secara pribadi 
sepenuhnya” 
Peawawancara : “ Bagaimana cara menangani juru parkir liar pak?” 
Narasumber : “ Saya rasa hanya satu mabk dengan cara menindak atau 
memberi efek jera, sebab sudah melanggar aturan” 
Peawawancara : “ Apa pernah terjadi kendala dalam pembayaran retribusi 
parkir pak?” 
Narasumber : “ Kendala sih pasti ada ya mbak, namun tidak fatal bias di 
toleransi “ 
Peawawancara : “ Bagaimana pihak Dishub mengatasi kendala tersebut pak?” 
Narasumber : “ Ya dengan melihat kendalanya dalam bentuk apa dulu mbak. 
Missal nih telat melakukan pembayaran karena tidak bias ke 
kantor Dishub, maka nanti anggota Dishub yang akan turun ke 
lapangan untuk memungut” 
Pewawancara : “ Apa saja usaha Dishub untuk memaksimalkan pendapatan 
daerah dari sector retribusi parkir pak?” 
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Narasumber : “ Tentu saja dengan mendorong para pengelola parkir untuk 
bekerja sama dengan Dishub Kabupaten Boyolali. Sebab kalau 
tidak bekerja sama bias terkena pidana pelanggaran daerah” 
Peawawancara : “ Apakah sering terjadi pelanggaran dari juru parkir pak?” 
Narasumber : “ Kalau pelanggaran sejauh ini belum ada mbak” 
Peawawancara : “ Apakah sudah efektif dalam pemungutan retribusi parkir di 
Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber  : “ Saya rasa sudah efektif mbak” 
Pewawancara : “ Apakah retribusi parkir berkontribusi terhadap pendapatan 
daerah Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Ya tentu saja berkontribusi mbak. Kan memang salah satu 
komponen penyusun retribusi daerah kan retribusi parkir itu” 
Pewawancara : “ Bagaimana harapan bapak mengenai juru parkir dan 
masyarakat Kabupaten Boyolali untuk retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Harapan saya, untuk juru parkir bekerjalah dengan baik dan 
bayar lah retribusi tepat waktu. Dan untuk masyarakat Boyolali 
yang sudah menikmati fasilitas dari pemerintah maka jangan 
lupa untuk membayar retribuai. Sebab retribuai adalah salah 
satu sumber pendapatan daerah. Serta di gunakan untuk 
kepentingan warga masyarakat Boyolali sendiri tentunya. 
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Lampiran 9 
WAWANCARA DENGAN DISHUB KABUPATEN BOYOLALI 
Nama  : Slamet 
Umur  : 48 Tahun 
Tempat Tanggal Lahir  : Klaten, 23 Januari 1974 
Jabatan  : Petugas Lapangan 
Pendidikan Terahir  : SMA 
Pangkat  : 2C 
Tanggal wawancara : 20 Februari 2020 
Pukul  : 14:00 
 
 
Pewawancara : “ Apa perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir pak?” 
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Narasumber : “  Setau saya pajak parkir itu suatu bentuk kewajiban mbak 
sedangkan kalau retribusi parkir itu fasilitas yang diberikan 
pemerintah kepada pengguna fasilitas, dimana nantinya 
pengguna fasilitas membayarkan imbalan atau balas jasa 
berupa retribusi seperti itu mbak” 
Pewawancara : “ Bagaimana cara menghitung retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Tentu saja dengan mengalikan semua hasil pendapatan 
parkir di kalikan dengan 20% mbak” 
Pewawancara : “ Berapa persen yang harus dibayarkan untuk retribusi parkir 
pak?” 
Narasumber : “ Ya itu tadi mbak 20% adalah sutu tarif yang di bayarkan, 
namun di tahun 2020 akan di naikan menjadi 30% mbak” 
Peawawancara : “ Kapan harus membayar retribusi parkirnya pak?” 
Narasumber : “ Setiap awal bulan biasanya mbak” 
Pewawancara : “ Cara membayarnya bagaimana pak?” 
Narasumber : “ Ya datang langsung saja mbak ke kantor Dishub Kabupaten 
Boyolali nanti di sana langsung dilayani dengan baik oleh 
petugas” 
Pewawancara : “ Apakah untuk menjadi juru parkir harus memiliki syarat 
tertentu pak, cara mendaftarnya bagaimana dan alurnya seperti 
apa pak?” 
Narasumber : “ Untuk syarat tertentu nya sih tidak mbak, tapi mungkin 
syarat tertukis. Missal seperti KTP, FC KK, pass foto terbaru 
mengisi formulir pendaftaran mbak. Untuk alurnya ya 
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langsung saja daftar ke kantor Dishub Kabupaten Boyolali 
nanti pasti akan di pandu oleh petugas mbak” 
Pewawancara : “ Berapa jumlah anggota juru parkir di Kabupaten Boyolali 
sekarang pak?” 
Narasumber : “ Kurang lebih sekitar 200 san mbak” 
Pewawancara : “ Apakah sudah pernah melakukan sosialisasi terhadap juru 
parkir di Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Tentu saja agenda resmi setiap minggunya pasti akan 
diadakan sosialisasi mbk agar lebih terarah lagi” 
Pewawancara : “ Apa saja tugas Dishub mengenai hal perparkiran di 
Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Tugasnya banyak sekali mbak. Namun yang lebih penting 
tentunya selalu menjaga keamanan, ketertiban, dan 
kesejahteraan perparkiran di Kabupaten Boyolali” 
Pewawancara : “ Apakah sudah melakukan tugasnya dengan baik pak?” 
Narasumber : “ Tentu saja sudah, karena semua agenda dan kewajiban sudah 
di laksanakan sejauh ini mbak” 
Peawawancara : “ Apakah sudah melakukan pengawasan terhadap juru parkir 
di Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Pengawasan di lakukan rutin mbak setiap hari oleh petugas 
lapangan. Nanti keliling ke lapangan memantau keadaan secara 
langsumg mbak” 
Peawawancara : “ Apa saja usaha atau wujud pengawasanya pak?” 
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Narasumber : “ Ya itu tadi keliling lapangan, memberi pengarahan tentang 
parkir, menindak pelanggar yang nakal atau juru parkir liar 
mbak” 
Pewawancara : “ Apakah pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Boyolsli 
meningkat setiap tahunnya pak?” 
Narasumber : “ Menurut saya iya mbak. Sebab setiap tahunnya target di 
naikan dan harus melebihi target” 
Pewawancara : “ Apa pendapat bapak mengenai juru parkir liar?” 
Narasumber : “ Cuman satu mbak, merugikan pemerintah” 
Peawawancara : “ Apakah juru parkir liar merugikan pemerintah khususnya 
Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Tentu saja sangat merugikan, karena merugikan itu 
terciptalah pasal atau pidana mengenai juru parkir liar mbak” 
Pewawancara : “ Bagaimana cara menangani juru parkir liar pak?” 
Narasumber : “ Dengan menindak tegas, melakukan sosialisasi mengenai 
pidana juru parkir liar mbak” 
Pewawancara : “ Apakah pernah terjadi kendala pembayaran dari juru parkir 
di Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Untuk saat ini Alhamdulillah belum mbak” 
Pewawancara : “ Apa saja usaha Dishub Kabupaten Boyoalali untuk 
memaksimalkan pendapatan daerah khususnya dari sector 
pajak dan retribusi parkir pak?” 
Narasumber : “ Tentu saja dengan mendekati para pengelola parkir di 
Kabupaten Boyolali yang belum bekerjasama dengan Dishub 
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Kabupaten Boyolali agar mau bekerja sama. Dengan 
bekerjasama nantinya akan membeyar pajak dan retribusi 
mbak” 
Pewawancara : “ Apa sering terjadi pelanggaran atau penyelewengan dari juru 
parkir pak?” 
Narasumber : “ Sejauh ini sih ada tapi tidak terlalu fatal mbak masih bias di 
tangani” 
Pewawancara : “ Bentuk pelanggaranya seperti apa pak?” 
Narasumber : “ Terlambat pembayaran mbak, kadang yang di setorkan tidak 
sesuai juga” 
Pewawancara : “ Bagaiamana Dishub cara mengatasi pelanggaran pak?” 
Narasumber : “ Kalau missal sering terlambat ya kita beri teguran mbak” 
Pewawancara : “ Apakah sudah efektif dalam pungutan retribusi parkir 
terhadap juru parkir di Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Menurut saya sejauh ini sudah mbak” 
Pewawancara : “ Apakah retribusi parkir berkontribusi terhadap pendapatan 
asali daerah Kabupaten Boyolali pak?” 
Narasumber : “ Tentu saja sudah jelas berkontribusi ya mbak” 
Pewawancara : “ Apa harapan bapak untuk jurun parkir dan masyarakat 
Kabupaten Boyolali mengenai retribusi dan pajak parkir pak?” 
Narasumber : “ Harapan saya ya untuk juru parkir dan pengelola parkir 
tertiblah membayar pajak dan retribusi dan untuk masyarakat 
jangan lupa ikut membayar retribuia dan pajak karena semua 
kembali ke kita itu saja mbak” 
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Lampiran 10 
Daftar Riwayat Hidup 
Nama Lengkap   : Ika Novita Ayu Ningrum 
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 09 November 1997 
Agama    : Islam 
Alamat   : Semono Rt 09 Rw 03 Tempursari Sambi Boyolali 
No Hp    : 085727676610 
 Email     : Novitaayu610@gmail.com 
Kewarganegaraan   : Indonesia 
Nama Ayah Kandung  : Mujono 
Nama Ibu Kandung   : Suryani 
Riwayat Pendidikan Formal 
NO. Pendidikan Tahun 
1. SD N 1 SAMBI 2010 
2. SMP N 1 BANYUDONO 2013 
3. SMA N 1 SIMO 2016 
4. IAIN SURAKARTA 2020 
 
